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STUDI KASUS: KECAMATAN BANTLUL DAN BAMBANGLIPLIRO
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Abstract

This research is based on mins mamely; (1) b comprehend the distribution of miringic grounduwater
tdmerability, (2) to reveal the concentrations af mitrate (NO | ) distribution of all over e place arud ifs confamimation
hazard zoning and (3) to assess tie risk lepel ik might extierge as the output of nitrate (NO) cordamination.

The approacis in risk level assessment wes carried et by ustng the risk squation: Risk = F (Hazard,
Vidlnerability, Amount felement af risk)), Logical Contouring and Interpolation Method was perfirmed to dssess fhe
zoming of nifrate (NO) potential contamination hazard infrinsic grovndwater eneinesmbilify was esHmated by using
SVV Gimple Vertical Vulnerability) Method and the element at risk wnes determired by eylying Remote Sensing

step of the nasessment was conducted by combirting of all input information by using Geagraphic
wstern (G5} Methad, in order is generate fie new infirrmation value avd mapping of risk level assessment
of shallow groundroater against nitrate contarstination,

The research area, according to the Zovkrg of nitrate (NO) pofential contamination hazard levels, s
ditided info thres classes, ag folloed: low {66,10% of the cverall wide), medium (32,91% of the overal] wide) and
fiigh [0,99% of the overall wide ). The application of 5V Method was wsed to estimate and describe the intrinsic
grounduwter vulnerability and the result are: medium {34,20% of the overall wide), kigh (61,21% of e owerall
wide) and very high (4.55% of the onerall wide), 1) eart be conclicded from this information that Be relatioe residence
Hrme of seepage water in wmsatusaied zove of the research area has palue that ramge from a fino days to tew years, The
use of Remote sensing fechnigue identified 32,491 brildings as the slement at risk with 82,7% as the result of the fest
of confiderice. The appronch af risk level assessimunt brought final resslt of the researchin tree categaries, which are;
Ioew risk (24,67% of the overall wide) along with 2789 lives who live safely, medinm risk (69,80% of the avergl]
wide) with 71.995,5 lives o hane potentinlity ko be affected Wgger than those in low visk and hight risk (5,53% of
the cverall wide) with 5.368.5 lives live uertzafely from o serious threat of nitnate (NOJ contanination or berause of
staying in location with very vulnerable groundiater.

tin general tiew, Hae research ared is conposed of

waste disposal system is applied,

Key Words: Intrinsic Groundwater Vilnerability, Nitrate Contmination Hazard, Elements at Rigk, Bisk Lepe!
Assessiment, Bantul Regency

1. Latar Belakang Gunungapi Metapi bagian selatan, Daerah
Kabupaten Bantul merupakan salah  jn; merupakan kawasan luah (discharge)
satu kabupaten di wilayah Provinsi Daerah dengan morfologi berupa dataran yang

Istimewa Yogyakarta yang terletak di kaki  tersusun atas batuan porus, sehingga
419
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memungkinkan untuk menyimpan cadangan

airtanah dalam jumlah yang besar. Meskipun

demikian, pemanfaatan air bawah tanah
dikelola baik
kelestariannya terpelihara, karena airtanah
di daerah dataran relatil dangkal dan lekih

mudah mengalami pencemaran dari

harus dengan agar

berbagai sumber. Perkembangan jumlah
penduduk yang pesat pada gilirannya
memberi tekanan pada sumberdaya lahan
terutama airtanah, menempatkan
sumberdaya airtanah pada tingkat risiko
pencemaran yang semakin meningkat. Oleh
karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk
mendapatkan data aktual tentang kondisi,
potensi dan tingkat kerentanan airtanahnya
terutama pada airtanah bebas yang dangkal
vang digunakan oleh sebagian besar
penduduk daerah ini sebagai sumber air baku
utama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan untuk keperluan pengaturan
pemanfaatan dan pengembangan airtanah
dalam wilayah Kabupaten Bantul, khususnya
Kecamatan Bantul dan Bambanglipuro,

Kabupaten Bantul merupakan wilayah
aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang
berpotensi dikembangkan sebagai kawasan
penyangga Kota Yogyakarta terutama dalam
kaitannya dengan areal hunian. Hal ini
disebabkan oleh semakin berkurangnya daya
tampung ruang dan daya dukung
lingkungan perkotaan Yogyakarta sebagai
akibat dari meningkatnya kebutuhan akan
tempat tinggal. Tumbuhnya areal aglomerasi

perkotaan dipicu adanya urbanisasi yang

mentransformasl areal rural pinggiran
perkotaan menjadi permukiman urban,
sehingga «ensifikasi permukiman di
Kabupaten Bantul diperkirakan akan terjadi
dan berakibat sama terhadap airtanahnya
seperti Kota Yogyakarta.

BAPPENAS (2006) menyatakan bahwa
hanya sekitar 10% dari seluruh penduduk
Kabupaten Bantul dilayani oleh PDAM
Bantul, 82% lainnya mengandalkan sumur
dangkal, mata air (5%), pompa tangan (1%),
tadah hujan (0.4%) dan dengan cara-cara
lain, Jumlah total kapasitas produksi PDAM
Bantul adalah 235 liter/detik, sedangkan air
yang tidak terhitung/hilang dilaporkan
mencapai 22%. Sistem sanitasi yang memadal
tidak ditemukan dan hanya sekitar 13% dari
produksi sampah harian diambil oleh petugas
pembersih sampah dari pemerintah
kabupaten. Dinas Pertambangan FProvinsi
DIY (1996) menyatakan bahwa kecamatan
Bantul dan Bambanglipuro terletak pada
bentuklahan dataran aluvial wvulkanik
dengan kedalaman muka airtanah kurang
dari 7 m (dangkal). Laje penggunaan air
bawah tanah domestik berkisar 15 - 25 juta
m*/thn (kategori sedang) pada wilayah
selatan Kecamatan Bantul, <15 juta m*/thn
{kategori rendah) pada wilayah barat
Kecamatan Bantul dan > 25 juta m*/thn
(kategori tinggi) pada wilayah Kecamatan
Bantul, Berdasarkan informasi-informasi
tersebut, airtanah merupakan sumber air
baku utama bagi kehidupan penduduknya.
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Perkembangan Kecamatan Bantul dan
Bambanglipure diperkirakan akan ber-
langsung  intensif dan  memiliki
kecenderungan yang serupa dengan pusat
Kota Yogyakarta BPS Provinsi DIY (2008)
menyatakan bahwa dari tahun 2003 sampai
2005, penduduk Kecamatan Bantul dan
Bambanglipuro bertambah 1.566 jiwa, yaitu
dari 101,039 jiwa menjadi 102.605 jiwa,
dengan tingkat pertambahan penduduk
sebesar 783 jiwa per tahun dalam rentang
dua tahun tersebut. Akibat peningkatan
jumlah populasi, lahan vang ada cenderung
akan dirubah menjadi areal permukiman,
usaha atau pembuangan limbah bagi
penduduknya sehingga faktor pertambahan
penduduk menjadi penyebab utama konversi
fungsi lahan secara intensif. Intensitas yang
meningkat dalam perubahan pemanfaatan
lahan di Kecamatan Bantul dan Bambang-
lipuro cenderung akan memiliki dampak
terhadap kondisi sumberdaya airtanah yang
ada di bawah permukaan tanahnya yang
diperkirakan akan serupa dengan wilayah
Kota Yogyakarta yang telah mengalami
penurunan kuoalitas dibandingkan dua
dekade sebelumnya akibat sistem pem-
buangan limbah dan sampah yang tidak

terserap dan terkelola dengan baik.

Dari pernyataan-pernyataan di atas,
ditemukan kontradiksi kondisi pada wilayah
ini yaitu populasi, yang berkembang pesat
dengan sistem sanitasi dan jaringan air bersih
vang tidak memadai, memiliki kemungkinan

mencemari sumberdaya airtanah di-

411

bawahnya, sedangkan di sisi lain, populasi
tersebut bergantung pada airtanah di-
bawahnya sebagai sumber air baku untuk
kelangsungan hidupnya. Hal ini menun-
jukkan betapa pentingnya perencanaan tata
ruang permukiman dan sistem sanitasinya
disertal manajemen pemanfaatan air-
tanahnya, Oleh sebab itu, Kecamatan Bantul
dan Bambanglipuro dipilih menjadi lokasi
penelitian ind.

2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sebaran tingkat kerentanan
airtanah intrinsik pada akuifer bebas
dangkal terhadap pencemaran;

2. Mengetahui konsentrasi kandungan ion
nitrat (NO7) di daerah penelitian dan
pewilayahan menurut tingkat bahaya
pencemarannya;

3. Menilai tingkat risiko vang ditimbulkan
apabila terjadi pencemaran airtanah
oleh senyawa nitrat (NO) di daerah
penelitian,

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Kerentanan Airtanah Intrinsik
{Intrinsic Groundwater Vulnerability)

Ide bahwa beberapa area memiliki
potensial terkontaminasi lebih tinggi
dibanding yang lain, telah memunculkan
penggunaan istilah kerentanan airtanah
terhadap pencemaran, yang didefinisikan
sebagai tendensi atau kecenderungan
malerial pencemar untuk mencapai posisi
tertentu dalam sistem airtanah setelah terjadi
kontak pada bagian atas akuifer, Dalam sudut
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pandang pendapat ini, dapat ditarik
kesimpulan bahwa semua alrtanah falah
rentan terhadap pencemaran, namun
berbeds dalam tingkat kerentanannya.
Kerentanan airtanah terhadap bahaya
pencemaran bukan merupakan sifat yang
absolut, namun merupakan indeks relatif
vang menunjukkan adanya kejadian
pencemaran airtanah. Oleh sebab itu,

kerentanan airtanah harus mendasarkan

pada informasi sampel vang dapat diukur,

Susunan faktor fisik dan kimiawi zona tak
jenuh mempengaruhi potensi perlindian
(leaching) bahan pencemar. Faktor kimia
yang mempengaruhi potensi perlindian
bahan pencemar ialah; kontinyuitas
pencemaran, perubahan sifat material
pencemar dan penyerapan sedangkan fakbor
fisik yang termasuk di dalamnya ialah
komposisi tanah dan batuan, kedalaman
muka airtanah dan kecepatan imbuhan
airtanah (NRC, 1993).

Menurut Vrba dan Zaporozec (1994},
penilaian kerentanan airtanah merupakan
bagian dari perlindungan kualitas airtanah
dan istilah ini pertama kali diperkenalkan
oleh ahli hidrologi Prancis, Margat pada akhir
tahun 1960, Konsep dari kerentanan airtanah
menurui Margat berdasarkan pada asumsi
bahwa lingkungan fisik menyediakan varjasi
tingkat perlindungan airtanah terhadap
pengarub alami dan manusia. Meskipun
demikian, potensial perlindungan
lingkungan fisik alami ini terbatas dan
bervariasi menurut waktu dan lokasi.

Lingkungan fisik tersebul ialah kedalaman

muka airtanah, curah hujan, topografi
(slope),
konduktivitas hidraulik dan dikenal sebagai
karakteristik hidrogeologi. Lebih jauh lagi,
berdasarkan karakteristik hidrogeologi, hal-
hal tersebut dapat digunakan untuk

litologi, tekstur tanah dan

memperkirakan kepekaan (gensitiviby) atan
kerentanan airtanah terhadap pencemaran.
Selanjutnya, Vrba dan Zaporozec (1994)
menambahkan adanya dua istilah dalam
penilaian kerentanan airtanah vyaitu
kerentanan airtanah alami [intrinsic
groundwater vulnerabilify) dan kerentanan
airtanah pgabungan (specificfintegrated
groundwater vulnerabilily). Kerentanan
airtanah alami diartikan sebagai fungsi dari
faktor/karakteristik hidrogeologi, yaitu
Fungsi dari karakteristik akuifer dan material
lapisan tanah serta batuan yang terletak di
atas muka airtanah, sedangkan kerentanan
airtanah gabungan ialah penggabungan
kerentanan airtanah alami dengan informasi
mengenai dampak aktivitas manusia/
masyarakal yang dinamis, yang mampu
mengakibatkan penurunan kualitas airtanah,

3.2 Bahaya Pencemaran Airtanah oleh
Mitrat (ND)

Cardona (2003, dalam Villagran, 2006)
mengemukakan konsep bahaya (hazard)
sebagai kemungkinan suatu kejadian
fenomena alami yang memiliki potensial
merusak dalam periode wakiu tertentu dan
dalam wilayah tertentu pula. Selanjutnya,
Mitchell dan Cutter (1997) menerangkan
bahwa bahaya alami merefleksikan ancaman

potensial terhadap manusia seperti halnya
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dampak dari kejadian terhadap masyarakat
dan lingkungan, Selebihnya, dijelaskan pula
bahwa bahaya dibentuk melalui persepsi dan
pengalaman masyarakat,
mermiliki kontribusi dalam mengubah bahkan
memperburuk sifat bahaya, sehingga tingkat

Masyarakat

bahaya dapat bervariasi menurut aktivitas
hidup, budaya, jender, ras, status sosial

ekonomi dan juga struktur kondisi politik,
Menurut Johansson dan Hirata (20032),

kelompok senyawa pencemar dapal
dikategorikan sebagai; organik patogen,
senyawa nutrisi, logam berat dan kimia
organik (hidrokarbon dan pestisida).
Selanjutnya, pemetaan potensial muatan
pencemar untuk masing-masing kategori
dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini
disebabkan oleh; (1) masing-masing senyawa
pencemar dapat mempengaruhi kesehatan
manusia dalam berbagal cara, sehingga
pemetaan muatan pencemar potensial dapat
memberikan informasi bahaya potensial
spesifik, (2) berkaitan dengan toksivitas
pencemar, masyarakat harus memahami
bahwa senyawa pencemar dengan tingkat
toksivitas tinggi walaupun dalam muatan
potensial yang rendah dapat mengakibatkan
bahaya yang lebih besar dibandingkan
dengan senyawa dengan tingkat toksivitas
rendah dan muatan potensial yang tinggi
dalam airtanah,

Senyawa nitrat lebih sering digunakan

sebagai indikator pengidentifikasian
pencemaran dalam areal dengan kepadatan

penduduk yang tinggl dan sistem sanitasi

yang buruk dibandingkan dengan senvawa
sulfat. Pencemaran airtanah oleh senyawa
nitrat dapat mengindikasikan adanya
Penggunaan secara luas sistem sanitasi yang
buruk. Selain karena kegagalan sistem
sanitasi pada areal permukiman, keter-

dapatan senyawa pencemar nitrat akan

bergantung pada beberapa faktor, yaitu; tipe

permukiman, kepadatan populasi, penga-
turan dan konstruksi sanitasi (Foster dan
Hirata, 1988). Faktor-faktor ini diasumsikan
serupa pada kategori penggunaan lahan
yang sama. Nitrat sangat mudah untuk
terlindi cleh hujan deras dan air infiltrasi yang
disebabkan oleh tingkat mobilitas dan sulit

terurai dalam tanah atau zona tak jenuh

Keputusan Menteri Kesehatan EI
No.907 /MENKES/SK/VII/ 2002 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
Minum, mengatur jenis air minum yang
mengatur kualitas; (1) air yang
didistribusikan melalui pipa untuk keperluan
rumah tangga, (2) air yang didistribusikan
melalui tangki air, (3} air kemasan dan (4)
air yang digunakan untuk produksi bahan
makanan dan minuman yang disajikan
kepada masyarakat. Semua jenis air minum
ini harus memenuhi syarat kualitas air
minum. Peraturan ini telah menstapkan
ambang batas tertinggi pada beberapa
senyawa kimia yang dapat membahayakan
manusia, termasuk di dalamnya konsentrasi
ton nitrat (NQ) dan kierida (Cl). Ambang
batas maksimum untuk kensentrasi ion nitrat

(MO} sebesar < 50mg/1, sedangkan untuk
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klorida (Cl) sebesar < 250 mg/1. Nilai ambang
batas tertinggi ini digunakan untuk
mengkelaskan tingkat pencemaran ion nitrat
(NO) pada areal penelitian.

Tabel 1 Kandungan Maksimom pada Dua Unsur yang
Digunakan

Urisur Maksimum Yang Diperbalehkan

{Satuan mgi)

Mitral &0

Kloride 250

Sumber; KephMenKes No. 907/ MENKES 5K,/ VI, 2002
dan WHCr (1998) dengan perabahan

Hal penting yang perlu diperhatikan di
dalam pemilihan titik sampel kimia airtanah
untuk dipertimbangkan sebagai masukan
dalam pemetaan tingkat pencemaran
airtanah oleh nitrat (NO7) yang berasal dari
tinja manusia ialah rasio nitrat (NO) dan
klorida (Cl).

Gambar 1 Rasio Mitrat dan Klorida (Sumber;
ARGOSS, 2001)
Nitrat (NC ) dan klorida (Cl - ) ialah ion
yang
pengangkutan oleh airtanah, sehingga

tidak mudah terurai selama

a‘pabila ion nitrat (NO) dan klorida (Cl)
sepenuhnya beraszal dari tinja manusia, maka

di dalam airtanah bebas dangkal (shallew

groundwaler) rasio senyawa ini akan
mendekati rerata rasio nitrogen dan klorida

dalam feses manusia (faecal source) yaitu

berkisar antara 2 - 2,5 | 1 (ARGOSS, 2001;
Putra, 2007), Bahkan ARGOSS (2001)
mempertajam fungsi dari rasio ini dengan
menyatakan bahwa apabila rasio nitraf {NO)
dan klorida (Cl) berada di antara rasio 1:1
dan 8:1, nitrat (NO) sepenuhnya dari feses
manusia yang merupakan efek dari sanitasi
yang tidak memadai pada areal permukiman
yang padat.

Pendekatan legical contouring dan
interpolasi untuk menspasialkan bahaya
pencemaran airtanah merupakan teknik

yang digunakan untuk menginvestigasi dan
menggambarkan

secara keruangan
kontribusi dari tingkat pencemaran dari
beberapa titik (point source contamination)
gabungan yang membentuk kontur yang
berpolensi terjadi pada suatu daerah. Garis
kontur dan interpolasi ini menunjukkan
konsentrasi dan potensi tingkat pencemaran
yang sama (Sadig dkk, 1997; Garcia dkk,

2001).

3.3 Elemen Risiko

Menurut ADPC (2004), elemen risiko
(element at risk) ialah manusia, bangunan,
pertanian, infrastruktur atau hal-hal lain
yang berkaitan dengam komponen

penunjang kehidupam manusia yang
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memiliki kemungkinan untuk terpapar dan
terpengaruh oleh dampak dari bahaya
tertenitu. Penentuan elemen dalam risika
dapat diperoleh dalam dua metode, yaitu;
pengumpulan data secara primer dan
sekunder,

Penginderaan jauh merupakan ilmu
dan seni untuk mengkaji tentang objek atau
fenomena alam melalui analisis data Yang
diperoleh dengan menggunakan alat tanpa
kontak langsung dengan objek atau
fenomena yang dikaji. Sensor perekam pada
umumnya dapat dipasang pada pesawal
terbang, satelit maupun pesawat ulang alik
(Lillesand dan Kiefer, 1990). Selanjutnya
Sutanta  {1986)
penginderaan

membedakan sistem

jauh  menjadi  dua,

berdasarkan wahana yang digunakan yaitu;
penginderaan jauh sistem fotografi dan
penginderaan jauh non-fotografi atau lebih

dikenal sebagai penginderaan jauh sistem

satalil,

Sutanto (1982) mengemukakan sebuah

persamaan  untuk menaksir jumlah
penduduk di suvatu daerah dengan
menggunakan foto udara. Foto udara dapat
digunakan untuk membantu pelaksanaan
sensus penduduk dan untuk menaksir
jumlah penduduk dengan ketelitian yang
beragam. Pada dasarnya ada tiga cara
pendekatan  unluk menaksir jumlah
penduduk yang dapat disimpulkan dalam

tiga model:

Tabel 2 Model Penaksiran Jumlzh Panduduk dengan Citra Inderaja

Penakslran Foto Udara
Jumnlah rumsh (B}

Pencacahan Pads Dacrah Spm
Jumish penduduk rerata ti

Hasil
nunah{EL

Lusg dnernly permukiman
iL)

Kepadaian pendudu rernta (k)

Jumlnh penduduk
{F)

Fumnizh keluarga vang ditnksiz
bevdnsar ukump
dnn iy namah (K

Jumlah recats tiap keluargs (1)

Garis besar Hga model ini dapat ditulis
dalam tabel persamaan sebagai berikut:

Takel 3 Rumes Model Penaksiran Jumlah Penduduk
dengan Citra Inderaja

Model Persamaan
I P=Rp
11 P=Lk
1 P=Kt

—f

Fada penelitian kali ini, persamaan

model 1 digunakan untuk menghitung

jumlah penduduk rerata Hap rumah {p) dari

persamaan di atas.

34 Penilaian Tingkat Risiko Pencemaran
Alrtanah Bebas oleh Nitrat (No;)

Alexander (2000) mendefinisikan risiko
sebagai kecenderungan atau kemungkinan
kehilangan, kerusakan terhadap elemen
risiko (element ot risk) sebagai akibat dari
tingkat bahaya tertentu, sehingga sebuah
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persamaan dapat digunakan untuk
menerangkan risiko yaltu;

Risk = f (Hazard, Vulnerability, Amount
(element at risk))
Keterangan:

Risk

Vulnerability
Hazard

Amount (elemenis at risk)

= Risiko

= Kerentanan
= Bahaya

= Elemen risiko

4, Metode Penelitian

41 TPengumpulan Data dan Penentuan
Sampel

a. Data Primer
diambil dan

dikumpulkan di lapangan meliputi data

Data primer vang

sebagai berikut; data elemen risiko yang
berupa sebaran dan jumlah rumah (element
at risk), data kedalaman muka airtanah,
data ketebalan dan perlapisan zona tak
jenuh, data fluktuasi muka airtanah, data
kualitas kimia airtanah (nitrat (NO] ), pH,
suhu, klorida (C1-) dan DHL), kemiringan
lereng dan penggunaan lahan,
b. Data Sekunder
Data sekunder yang dibutuhkan
meliputi; data bor daerah penelitian, data
curah hujan, data suhu, data kependudukan,
Sampel ditentukan dengan metode
Stratified dan Purposiove Sampling.
42 Pengolahan dan Analisis Data

421 Kerentanan Airtanah Intrinsik
Putra (2007) menggambarkan nilai

keefektifan perlindungan total {(overall

protective effectiveness) dari suatu lapisan tak

jenuh di atas muka airtanah terhadap

pencemaran dengan persamaan matematis
sebagai berikut;
PT=La+Z+Wu

Keterangan;

PT = skor akhir keefektifan perlindungan dari
zona tak jenuh

La = nilai rata-rata dari tutupan tanah/
material batuan

La = (L1+L2#.. . +Ln}/n

Z = nilai dari kedalaman zona tak jenuh
airtanah

Wu = nilai laju perkolasi dari nilai laju
imbuhan (recharge rate}

n = jumlah lapisan di atas muka airtanah.

Gambar 2 Femodelan Kondisl Alami
dengan Metode SVV (Putra, 2007)

Tabel 4 Milai Faktor Laju Perkolasé (Wu) Berdasarkan
Kelas Laju Imbahan (L)

Lo Imbubes (U} (rmithn]
<50
s 100
100200
- 300

L al e

Wil I parhustaad (Wich

e L]
a2,

m - | = fia R |
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Tabe! 5 Nilai Faktor Material di atas Muka Alrtanah (La) Berdasarkan Tipe Tanah

Kosde Telkstur i
Tanah/Batnan
(Al Bosden, 1996,

dalam Piskra, 2007)
Cs, 50

o) |
mts, e, Su®

Milai Faktor
Idaterial
D atas Muka
Alrtanah

Kelas Teksiur Tanah/Batuan tak Padai

Pasir berkerakal {grameliy sand) - kerakal barpasic {pendy gravel)
Pasir sadarp (medium simd)
Pagir sedong = halus {medivn -ﬁrn..* sand), prastr Falus - ag;l,;ng
([fime - meedinm s,

piait kasar - halus (ronrser - fine sond), pasic sedikis berdobu
(lighrity sildy sarad)
Pasir geluhan {Tasmy sand), pasie secikit berlempieng (alightly
dlayey sard],

pasir halus | e smd)

Pasls bardekn (silty send], pasir berlempung (clngey sond),
debu berpasir (sandy silf)
Geluh berpasir (sandy Inam), pasir geluh berdebu failty lommy

saml),
debu peluh berpasic (sandy formy sile)
Ceehsh berdabu (S0 foam), deb (377), debu bellempung (dayey

i)
Geluh berlemipung (clapey loaim ), gelub lempung berpasic (sandy
clayiry b

Lempang berdeba (silly clay) | Ta
Leangretiyg geluban (Joamy clay) n
Lesniparing (clay] T

sumber; Putra [2007) dengan beberapa perubahan

akhir

Parameter secara keseluruhan dan  pengkelasan  nilai dan dalam

evaluasi dari kerentanan airtanah dengan

hubungannya dengan waktu tinggal,
disajikan dalam Tabel 6.

menggunakan metode SVV ditunjukkan

dengan Gambar 2. Selanjutnya, untuk
Tabel & Pemeringkatan Akhir dan Klasifikasi Kerentanan Atrtanah Intrinsik

Intereal Pomaoringkatan
Akhir

Haafaklifan Parlindungesn
Lapisan atas Muka
Airtanah

Kerentanan Alrtanah

Inirinsik

Wakiu Tinggal Relatif

pada Eona Tak Jenuh

=30

Sangat finggl

Sarsgat rendah

* &5 ighun

=£5 70

wngp)

Rendah

10 - 235 tahan

Sadang

Sadang

3 — 10 kakun

Rantah

Tingg

Beberapa budan - 3
tatun

aamal randan EnEaHiEgl

42,2 Tingkat Pencemaran
Airtanah oleh Nitrat (NO; )

Pembuatan informasi tentang tingk.at

Bahaya

bahaya pencemaran airtanah didasarkan
pada hasil pengukuran laboratorium pada
sampel airtanah di daerah penelian. Jenis

Baberapa har - 1 tahun

Sumber: Patra (2007)
sampel yang diambil adalah konsentrasi
nitrat (WO} ) dan klorida (C]-). Jenis data ind
berupa data primer yang dimaksudkanuntuk
menunjukkan keadaan yang terkini dari
daerah penelitian.
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Tabel 7 Jenis dan Sumber Data Bahaya Pencemaran Airfanah oleh Mitvat (MO |

Jemis Dinis
Primmer

[ Sumber Data

| Teknik Pengumpuian ats

1. Kandungan nitrat {NO ; }
| Bursgsi

Pengukuren langsang di lapangan
peda sumur gali penduduk ot

Dratn diamkil dengnn
maeigpanakan botol penyimpon

2. Kandungan klocida (C1 )

sungai

Pecpukaran langsoag di BEpangan
pada sumur gaki pendisduk ok

Data diambil denpan
menpgubakan botol peyinpan

Data  kualitas airtanah yang
berhubungan dengan kandungan nitrat
(NO ), kemudian diolah dan dianalisis di
laboratorium. Nilai konsentrasi nitrat (NO)
dari masing-masing titik pengukuran
kemudian diplot-kan pada peta dasar dan
selanjutnya dilakukan proses penentuan kelas
tingkat pencemaran airtanah oleh nitrat

(NO). Acuan pengkelasan konsentrasi nitrat

(NQ) dimodifikasi berdasarkan ambang

batas maksimal konsentrasi nitrat (NO) dalam
air sebesar < 50 mg /1 (SK No. 907/ MENKES/
SK/VII/ 2002 dan WHO, 1998}, Hasil
pengkelasan nilai konsentrasi nitrat (NO)
pada masing-masing titik sampel, kemudian
dipetakan melalui teknik pembuatan kontur
dan interpolasi. Teknik pembuatan kontur
dan interpolasi ini digunakan dengan asumsi
bahwa pada
kenyataan di lapangan memiliki rentang nilai

masing-masing sampel
vang terstruktur secara gradual, dan tidak
terdapat anomali kandungan nitrat (NO)
vang signifikan antara titik-titik sampel.
Selain itu, asumsi lain ialah faktor aliran
limbah imbuhan dari sistern dan konitruksi
sanitasi permukiman yang tidak memadai
yang terjadi terus menerus, mengakibatkan
kosentrasi nitrat (NO) tidak berkurang,

meskipun terdapat proses denitrifikasi oleh
mikroorganisme.
Tabel B Kelas Tingkat Pencemaran Airtanak aleh
Nitrat (NGO )

Kamdsnga Nitrat (mg) Kelna Tieghst Prixcemaras
<10 _  Reshh
in-=H Saaig
&4 Tingsi
Samber; 5K Mo.907 /MENEES/SK
VIS 2002 dan WHO (1958) dengan perubahan

Penggunaan rasio nitrat (NO ) dan
klorida (C1-) untuk menunjukkan sumber
nitrat (NO) merupakan tahap selanjutnya
dalam pembuatan informasi tingkat bahaya
pencemaran airtanah. MNitrat (NO) dan
klorida (Cl) ialah fon yang tidak mudah
terurai selama pengangkutan oleh airtanah,
sehingga apabila ion nitrat (NO) dan klorida
(Cl) sepenuhnya berasal dari tinja manusia,
maka di dalam airtanah bebas dangkal
{shallow groumdioater) rasio senyawa ini akan
mendekati rerata rasio nitrogen dan klorida
dalam feses mamusia yaitu berkisar antara 2
- 2,5 : 1 (ARGOSS, 2001; Putra, 2007}. Hasil
plot sampel terhadap rasio 2 - 2,5 : 1
digunakan sebagai indikator pengaruh
sistemn dan konstruksi sanitasi yang tidak
memadai pada suatu areal permukiman

dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
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423 Elemen Risiko

Terdapat 9 (sembilan) kunci interpretasi
citra penginderaan jauh di dalam mengenali
masing-masing karakteristik objek, yaitu;
warmna, rona, ukuran, bentuk, tekstur, pola,
tinggi, bayangan, situs dan asosiasi Masing-
masing kunci ini akan bekerja sama dalam
proses pengindentifikasian suatu gejala,
objek atau fenomena yang terliput oleh citra
inderaja {Sutanto, 1976).

Citra IKONOS dengan resolusi spasial
L0 m yang memiliki kualitas seperti foto
udara, dimungkinkan untuk digunakan
dalam interpretasi dan penghitungan jumlah
rumah. Hasil interpretasi jumlah bangunan
rumah ini bersama dengan data
kependudukan, digunakan untuk mendekati
jumlah rerata penduduk dalam tiap rumah
(Sutanto, 1982), Informasi jumlah bangunan
rumah yang diperoleh sebelumnya, dapat
digunakan wuntuk memetakan kolas

kepadatan bangunan per satuan pemetaan.

Tabel 9 Kunci Inferpretasi Pengenalan Objek Bangunan Rumah

KOORDINAT

XY | waRNARONA

BENTUK

KENAMPAKAN PADA CITRA IMOERAIA
TEKSTUR

FOLA

| UKLRAN | A3

4214 Penilaian Tingkat Ristko Pencemaran
Airtanah Bebas oleh Nitrat (M0 )

Penilaian tingkat risiko pencemaran
airtanah merupakan hasil akhir dari
penelitian ini, yaitu dengan

mempertimbangkan aspek statis dan dinamis
dari lingkungan tempat pencemaran
airtanah yang berpotensi terjadi. Karakteristik
zona tak jenuh, besar imbuhan airtanah dan
kedalaman muka airtanah merupakan aspek
-statis (alami), sedangkan aspek dinamis
diwakili oleh sumber pencemar yang berasal

-dari aktivitas hidup manusia yang dinamis.

Metode dalam penilaian tingkat risiko
pencemaran airtanah dilakukan dengan
teknik tumpangsusun terhadap informasi
masukan yang dibutuhkan yaitu informasi

kerentanan airtanah intrinsik, tingkat bahaya
pencemaran airtanah oleh nitrat (NO] ) dan

elemen risiko (jumlah bangunan rumah)
yang termasuk dalam lokasi penelitian.

Hasil dari tumpangsusun ini kemudian
dianalisis secara keruangan yang meliputi
tingkat risiko hasil korelasi antara informasi
kelas kerentanan airtanah intrinsik, kelas
pencemaran airtanah dan jumlah individu
oleh

yang berpotensi terpengaruh

pencemaran nitrat {(NO).

5. Hasil dan Pembahasan

51 Kerentanan Airtanah Intrinsik
Metode 5VV yang digunakan bertujuan

untuk menunjukkan kemampuan zona tak

jenuh untuk melindungi sistem airtanah
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terutama dari proses yang terjadi di atas
permukaan tanah dan mengestimasi wakiu
tingeal dari air perkolasi yang diasumsikan
mengandung senyawa pencemar dalam zona
tak jenuh sebelum sampal ke sistem airtanah.
Hasil tumpangsusun faktor hidrogeologi yang

dijadikan masukan dalam penilaian

kerentanan airtanah intrinsik daerah
penelitian, menunjukkan bahwa areal
penelitian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelas
kerentanan airtanah intrinsik, yaitu kelas
sedang, tnggl dan sangal tinggl seperti yang
disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10 Luas (Ha) dan Luas (%) Kelas Kerentanan Airtanah [ntrinsik

Kalas Kerantanan
Adrtanah Indrinslk

Wikiu Tinggal Relstit
pada fona Tak Jenuh

Luas
{Ha}

Luss
(%l

Sedeng

4 —10 tabun

1,452,827 34,24

Tamgal
3 | Sangai tivgg

Bebarana hai - 1 Ebun

£.087 166
1592, 762

a2t
4,55

Tikal

4 755 100,00

Samber: Pengolahan data Primer dan Sekander

Tabel 10 menunjukkan bahwa secara
spasial daerah penelitian memiliki 61,21%
wilayah yvang dikategorikan berkeremtanan
airtanah intrinsik yang tinggi dengan wakiu
tinggak relatif senyawa pencemar dalam
zona tak jenuh berkisar beberapa bulan - 3
tahun. Kondisi hidrogeologi areal penelitian
tersusun dari material pasiran pada zona tak
jenuh, kedalaman airtanah yang dangkal dan

imbubian airtanah besar

yang
mengakibatkan lokasi penelitian memiliki

potensi yang tinggl untuk tercemari pada

waktu-waktu mendatang. Hasil pemetaan

disajikan pada Lampiran-1.

52 Tingkat Bahaya Pencemaran Airtanah
oleh Nitrat (NOJ )

Keterdapatan ion nitrat (NO) yang
dipadukan dengan informasi konsentrasi ion
klorida (Cl} dapat menunjukkan pengaruh
kepadatan penduduk dan kondisi sistem

serta konstruksi sanitasi yang digunakan

pada suatu kawasan permukiman.

Tahel 11 Luas (Ha) dan Luas (%) Kelas Pencemaran Airtanah obeh Nitrat (NG )

Helas Pancemaran Mitral

Ki=saran
Kongsnirasd fon {mgl}

Remiah

L ln}

Sedarg

Tinggi

10 - <50
= E0

Lusts {Hz)
 2ane2Tr
1.366,627
414,880

o )

Persentase

L A
32,81

0.5

242,759

100,08

Sumber: Pengolahan data
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Tabel di atas menunjukkan daerah
penelitian memiliki 3 (tiga) kategori
pencemaran airtanah oleh ion nitrat (NO7),
yaitu kelas rendah, sedang dan tinggi. Kelas
(NO)
mendominasi lokasi penelitian (66,10% dari
total luas areal). Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat pencemaran ion nitrat (NO) di
beberapa lokasi termasuk rendah, bahkan
tidak dapat dideteksi (konsentrasi < 0,2 mg,/
I). Kelas pencemaran ion nitrat (NO) tinggi
(=30 mg/1) ditemukan pada lokasi area pusat
perkotaan Bantul dan sekitamya (0,99% dari
total luas areal). Meskipun arealnya sempit,
namun hal ini menunjukkan adanya
perubahan yang berkorelasi dengan tingkat
perkembangan kawasan urban Bantul yang

pencemaran  nitrat rendah

intensif sebagai areal aglomerasi Kota
Yogyakarta yang dalam hal ini, masih belum
mempertimbangkan sistem sanitasi yang
memadai. WHO (1998) menyatakan bahwa

konsentrasi nitrat (NO) yang melebihi kadar
maksimum yang diperbolehkan sangat
berbahaya bagi manusia terutama pada bayi
sindroma biru/

{penyakit bayi

methaemoglobinaentia yang dapat
menyebabkan kematian) dan orang-orang
dengan kelainan genetika, Keracunan nitrat
(NO) juga dicurigai sehagai penyebab infeke
perut. Hasil pemetaan disajikan pada

Lampiran2.

3.2.1 Perbandingan Nitrat (N0) dan
Klorida {CI)
Perbandingan nitrat (N0) dan klorida
(Cl) digunakan untuk menunjukkan
pengaruh tingkat kepadatan penduduk
dengan bangunan sanitasi yang tidak
yang
keterdapatan hasil plot sampel antara ion
nitrat (N0} dan klorida (Cl)di atas rasio 1:1.

memadai, ditandai  dengan

Perkardngan Kenserarasi Mitrat dan Klorkda

/

|.#

| |

5

td

fd
oo

-

i.:—'- .|.|;.|-r‘_ll- wmafm s

M M 30 4 50 & ™ 80 @ PO 110 920 190 140
Hepeeai i Flwida gl

Bt 1] i |
Eapadatan perda fyk F2 e
Eepadatan Passudlk i1 E orybe

Gambar 3 Perbandingan Nitrat dan Klorida (Data Lapangan 2008)
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Hasil plot sampel (Gambar 3) dengan
kepadatan penduduk tertinggl (63 org/ha)
yvang diambil di Kelurahan Bantul sebagai
pusat kota menunjukkan posisi di atas garis
rasio 1:1, sehingpa dapat diambil kesimpulan
bahwa dalam area Kelurahan Bantul telah
ditemukan pencemaran nitrat (N0 ) yang
berasal dari tinja manusia sebagai efek
sanitasi vang tidak memadai, Pemetaan
kepadatan penduduk dapat dilihat pada
Lampiran-3
53 Elemen Risiko

Citra zatelit [EOMNOS memiliki resolusi
spasial 1 m dengan kenampakan visual yang
dapat diatur sedemikian rupa melalui fasilitas
dalam perangkat lunak yang digunakan.
Interpretasli kenampakan rumah dard citra
satelit IKONOS dimungkinkan karena citra
satelit ini memiliki kualitas yang serupa
dengan fote udara berskala gambar vang
besar, terutama visualisasi objek di
permukaan bumi dengan kerincian vang
relatif inggl. Dengan menggunakan kunci-
kunecl interpretasi, objek rumah dapat
diidentifikasi dengan baik. Namun, pada
kondisi lapangan tertentu, pengidentifikasian
individu objek rumah tidak mudah, terutama
pada areal permukiman yang padat. Hal ind
dikarenakan citra ini memiliki dayva pisah
tiap objek Hdak terlalu baik. Nilai spektral
hasfl pantulan masing-masing objek yang
berdekatan cenderung bercampur sehingga
batas masing-masing objek tidak kentara.
Kelemahan yang berkaitan dengan resolusi

spasial ini dapat dikurangi dengan

pemakaian citra satelit dengan nilai resolusi
spasial yang semakin kecil.

Tabed 12 Uji Eetelitian Interpretas] Jumlah Banganan
Fumah

Sumber: Pnﬂin[qhan Diata LﬂFﬂ.l'lEﬂl'l

Keterangan:
A = Rumah tinggal;

B = Bukan rumah tinggal (toko, kantor,
bm*tgkel,. warung, kios);
C = Bukan rumah (bekas runtuhan)
Interpretasi jumlah rumah dari citra
satelit IKONOS menghasilkan tingkat uji
ketelititan sebesar 82,7% dengan jumlah
keseluruhan rumah yang diinterpretasi
22,491 buah bangunan. Salah satu kesulitan
interpretasi jumlah bangunan ialah proses
pembedaan fungsi antara bangunan sebagad
rumah tinggal dan bangunan bukan rumah
tinggal, Masing-masing jeniz fungsi
kemungkinan besar memiliki ukuran dan
letak yang serupa, sehingga cek lapangan
dan pengenalan medan sangat penting.
Pemetaaan jumlah dan distribusi bangunan
dapat dilihat pada Lampiran-4. Informasi
jumlah bangunan ini bersama dengan data
kependudukan,

digunakan  untuk

mengestimasi jumlah penduduk rerata per
bangunan rumah pada tahap penilaian
tingkat risiko.
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54 Penilalan Tingkat Risiko Pencemaran
Airtanah Bebas oleh Nitrat (NO;)

Peta Tingkat Risike Pencemaran
Airtanah oleh Nitrat (NO 7 ) diperoleh dengan
teknik
informasi-informasi
dibutuhkan.

tumpangsusun (overlay) dari

masukan yang

5.4.1 Pembuatan Matriks Penentuan
Risiko
Hubunpgan antara Faktor Bahaya dan
Kerentanan

Tingkat berdasarkan

SAWGAT TIREST

sistem matriks digunakan untuk
mengetahui suatu sifat baru dari hasil
gabungan dua variabel yang digunakan. Sifat
baru dari hasil gabungan ini kemudian
dikelaskan menurut kelas yang umum agar
mudah dipahami. Sifat baru ini digunakan
sebagai informasi yang menunjukkan tingkat
risiko. Asumsi penggunaan matriks ialah
bahwa dua variabel yang dipakai memiliki
kekuatan yang sebanding pada arah

peningkatan intensitas yang sama, sehingga
menghasilkan arah resultan tingkat risiko
yang semakin meningkat.

KRERENTANAN

Catribar 4 Matriks Tingkat Ristko berdasarkan Hubungan antara Faklor Bahaya
dan Kerentanan
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5.41 Penilaian dan Pemetaan Tingkat
Risiko
Hasil tumpangsusun peta-peta tersebut
di atas dapat disajikan dalam Tabel 13 di
bawah ini.
Tabel 13 Penilaian Tingkat Risiko Pencemaran
Airtanah oleh Nieat (NO )

Enbn Tkl Bwlic Fencamarey | Les | Lase | Juisdad Al
ravu gk bl By | & fisg
13485 | ME 4550 8

- e

2

l.l-I.TllM

Sumber; Pengoiahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa
daerah penelitian didominasi tingkat risiko
pencemaran airtanah oleh nitrat (NOJ )
sedang (69,80% dari luas total areal), dengan
jumlah individu yang dapat terpengaruh
senyawa akibat dari konsumsi airtanah yang
mengandung nitrat pada konsentrasi sedang
(10 - < 50mg/1} sebanyak 71.995.5 jiwa,
Tingkat risiko pencemaran tinggi menempati
5,53% dari luas total areal penelitian dengan
1.193 unil rumah berada pada kelas ini atau
sebanyak 5.368,5 jiwa akan memiliki risiko
terpengaruh oleh senyawa nitrat (NO)
dengan konsentrasi > 50mg /1. Areal dengan
tingkat risiko pencemaran tinggi ini
merupakan wilayah yang memiliki variasi
sifat gabungan dari tingkat pencemaran
senyawa nitrat (NO) dengan konsentrasi >
s0mg/l (tinggi) atau dengan tingkat
kerentanan airtanah intrinsik sangat tinggl.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan yang
dijadikan acuan, konsentrasi setinpggi ind telah

menimbulkan akibat vang tidak baik
terhadap kesehatan manusia, Oleh sebab itu,
pada areal dengan tingkat risiko pencemaran
tinggi, periu mendapat perhatian khusus dari
pemerintah maupun penduduk setempat.
Tingkat risiko pencemaran sangal tinggi
yang merupakan gabungan dari kelas
pencemaran airtanah tinggi dan kelas
kerentanan airtanah sangat tinggi tidak
ditemukan dalam penelitian ini, sebab dua
sifat ini tidak ditemukan pada lokasi yang
sama. Lampiran-5 merupakan hasil dari

pemetaan penilaian tingkat risiko.

6. Kesimpulan dan saran

6.1 Kesimpulan
8 | Faktor
berkembang di

hidrogeologi yang

areal penelitian ini
mengakibatkan kerentanan airtanah intrinsik
yang terbentuk didominasi oleh kategori
sedang - tinggi. Secara garis besar hal ini
berarti bahwa pergerakan senyawa
pencemar mulai dari terjadi perlindian
(leaching) sampai pada sistem airtanah atau
lama waktu tinggal refatif pada zona tak
jenuh airtanah berkisar dari beberapa bulan

- 10 tahun

2. Secara umum, dapat dikatakan
bahwa tingkat pencemaran alrtanah oleh
nitrat (MO} di areal penelifian dalam kategori
rendah - sedang yang mencakup 99,01% dari
luas total areal, namun pada beberapa lokasi.
telah terjadi kecenderungan peningkatan
yang

mendekati nilai  maksimuam

diperbolehkan {50 mg/I).
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3. Areal penelitian didominasi tingkat
risiko rendah - sedang (94,47% dari luas total
wilayah). Hal ini berarti bahwa 93.784,5 jiwa
penduduk memiliki sumber air dari airtanah
di bawahnya yang dinilai aman dari
kontaminasi nitrat (NO} sebagal air baku
yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya,
sedangkan 5.53% dari luas total areal
merupakan areal dengan tingkat risiko tinggi
dengan 5.368,5 jiwa penduduk yang
berpolensi terkena risiko hidup tidak aman
dari ancaman pencemaran airtanah oleh
nitrat (NO) ataupun oleh karena tinggal di
tempat dengan airtanah yang sangat mudah
bercemar.

6.1 Saran

Areal penelitian tersusun secara

dominan oleh faktor hidrogeologi vang
mengakibatkan tingkat kerentanan airtanah
intrinsiknya dalam kategori sedang - tinggi.

Material zona tak jenuh airtanah yang

didominasi tipe pasiran dan kedalaman
airtanah yang relatif dangkal harus
dipertimbangkan secara mendalam dalam
pemanfaatan sumberdava airtanah dan
perilaku kesehatan/sanitasi masyarakat.
Uleh sebab itu, untuk mengurangi bahaya
pencemaran oleh berbagai-bagai senyawa
berbahaya, perlu dilakukan pengolahan dan
pembuangan air limbah terpadu (off-sife
system) dan terencana sesuai dengan
peraturan yang berlaku pada seliap jenis
sebelum

aktivitas penggunaan lahan

mencapai sistemn airtanah.
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STUDI DAMPAK PROYEK MIKROKEUANGAN

PASCAGEMPABUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN JAWA TENGAH

Abdur Rofi

Dueeen. Fakiiltas Geografl LIGM,
Email: gbdurrefifuem aoid, abdurrofiiyvahon,co.il

Abstract

To respond the inoact af Yugyarkartn artiviatie May, 27 2006 in finaice sector and SMEs, ome of calliboration
instttution of Indoesia - Genmarny designed three mrain sulbr component project interventions, Owe of sub componeTis
15 e Ehe form of fund loan wiich is proposed as a prodicchive loan fo SMEs
The ebgectives of the resenrch is to figure out how far e project af micre fisance support has effect on the FECODNTY
process of produchive SMEs with low income of earthguake victims,

The ressarch is the empiricel research by using the approach of condition of the beneficiaries “hefore and after
ereatment” that is the condifion of the respondents when the eartiugiake lumppened o before the profect md the

condition ustien the profect impact assessmet is held.

The respondents of the research are clienfs (ben

eftcierics) and nov-clients. The selection of the respondenis

was be done through suroey spprovch that is the respondents mas be docided sysisteratic random sampling. Impact
sfady im the level of cliewt was be done by the approgch “with and without treatmens® e, camtparing the condition of
the responderts wo gof the eredit and they oo did ot (non freneficiaries) as control. New-cllents resporidents were
selected by purposive sampling by using simillar criteria with client respondenst.

The reseqrch fias found that the program has give benefit and impact £ clients. Cliend's business pet better:
T can be seent from the improvensent of the business before arid after the getting the loan. However, the ivigrrotement is
not significant, The improvement of client’s business is higher tham thiet of nen-customer (conbrol). Hotever, the
differemce of the improvement is not significant. The household scomemic stalility of the clien ks s imereased betfer Hran
fhat of non-client, Nevertheless, the difference of the improvement is not sdgeificant,

Eey word: Earthguke, Microfinance, impact

1. Latar Belakang
Gempa bumi 27 Mei 2006 telah

memberikan dampak terhadap sektor

keuangan pada dua tingkat yaitu tingkat
lembaga keuangan dan tingkat nasabah atan
masyarakat. Dalam kaitannya dengan
lembaga keuangan, bencana tersebut telah
menimbulkan kerusakan infrastruktur/
gedung dan sarana prasarana kantor dengan
tingkat kerusakan yang bervariasi, Beberapa
LEM = termasuk dalam hal ini adalah Badan
Perkreditan Rakyat (BPR) - memilih
merelokasikan sementara kantor kegiatan
usaha mereka sebagai upaya untuk

mempertahankan kegiatan usaha

Dampak gempa lainnya adalah
munculnya ancaman bahaya kredit macet
karena adanya nasabah yang menjadi korban
gempa, baik terhadap fisik, psikis, tempat
tinggal, maupun usaha produktif. Tidak
kalah penting, dari sisi pertumbuban usaha
27 Mei 2006
dikhawatirkan menimbulkan kemungkinan
melambatnya pertumbuhan usaha LEM
(kredit laba)

kemungkinan melemahnya daya serap

LEM, gempa bumi

dan potensi karena

masyarakat di wilayah gempa terhadap
kredit,

Dalam studi yang dilakukan oleh
MICRA (2007) tercatat bahwa 65 BFR di DIY
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dan Jawa Tengah secara signifikan terkena
dampak gempa bumi 27 Mei 2006. Studi
tersebut juga mencatat bahwa setengah
pinjaman yang ada di Yogyakarta berpotensi
bermasalah dan CAR dari beberapa BPR
yang terkena gempa berpoténsi menurun,
Beberapa BPRE di DIY melaporkan adanya
potensi kehilangan kredit yang telah
diberikan BPR-BPR tersebut membutuhkan
dukungan likuiditas untuk pengembalian
dana ke pihak ketiga karena beberapa
deposan yang menaruh dananya di BFR
menarik pinjaman mereka. Akibat situasi
demikian, BP'R mengalami persoalan ganda
dengan nsaha mereka baik itu pada sisi
kemampuan memenuhi kewajiban pada
pihak ketiga yang menyimpan dana mereka
di BFR maupun pada sisi kredit BPR kepada
mikrousaha dan kecil.

Di tingkat masyarakat, gempa bumi
menimbulkan dampak yang signifikan bagi
kegiatan ekonomi masyarakat termasuk
debitur BPR. Dampak Ini antara lain
melemahnya produktivitas masyarakat
karena faktor korban fisik, psikis, kerusakan
tempat tinggal, dan melambatnya
pertumbuhan usaha produktif masyarakat
karena kerusakan alat/tempat usaha/
persediaan, tergerusnya keuangan/maodal
akibat adanya keharusan pengeluaran tak
terduga (berobat, perbaikan tempat dan alat
usaha, dsb), serta menurunnya daya beli
masyarakat secara keseluruhan di daerah

gempa akibat dari menurunnya status

keuangan karena keharusan pengeluaran tak
terduga tersebut

Sebagai respon terhadap gempa bumi
di Yopyakarta dan Jawa Tengah 27 Mei
2006, Salah satu
Indonesia German (selanjutnya disingkat
LIG) telah mendesain dan memformulasikan
proyek pada bulan Juni 2006 untuk
membantu sektor mikrokeuangan di daerah

lembaga kerjasama

yvang terkena dampak gempa bumi 27 Mei
2006. Proyek tersebut bertujuan untuk
meningkatkan jumlah dan volume layanan
mikrokeuangan yang dapat diakses semua

segmen pengusaha mandiri (enierprises)

berpendapatan rendah (low income) yvang

terkena dampak gempa bumi, dan pada saat
vang bersamaan diikuti dengan penguatan
kembali BPR di daerah yang terkena dampak
gempa melalui pengembangan kapasitas dan
alih pengetahuan teknis yang berhubungan
dengan layanan pinjaman khususnya untuk
kelompok yang berpendapatan rendah dan
tHdak memiliki jaminan.

Menarik untuk diteliti lebih jauh,
bagaiman projek yang sudah beralan selama
1,5 tahun memiliki dampak bagl penerima
manfaat dan mencapai sasaran yang
diharapkan di daerah pascagempa tersebut.

2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas,
penelitian  1ni

mengetahui dampak proyek bagi pemulihan
mikrousaha kecil korban gempa yang

bertujuan untuk: (1)
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berpendapatan rendah, (2) mengetahui
perbedaan dampak proyek antara sebelum
dan setelah proyek dijalankan, dan (3}
mengetahui perbedaan dampak antara
penerima manfaat (nasabah projek dengan
non penerima (nonnasabah),

3. Mikrokeuangan Pasca Bencana;
Studi Literatur

Mikrokeuangan merupakan layanan
keuangan bagi rumah tangga miskin yang
tidak memiliki akses terhadap layanan yang
diberikan oleh lembaga
‘traditional’ {(Mathison, tanpa tahun). Kata

keunangan

‘mikro’ di sini menunjukkan kepada ukuran
transaksi keuangan, dan tidak berarti bahwa
LEM itu haruslah  kecil,
Mikrokeuangan umumnya terkait dengan
kredit dan tabungan, meskipun pada saat ini
banyak LKM yang memberikan lavanan

sendiri

seperti asuransi dan leasing.

Bagaimana mikrokeuangan memiliki
peran penting untuk membantu korban
bencana? Salah satu isu penting yang sering
muncul dalam kaitannya penanganan
bencana adalah bagaimana mengembalikan
keadaan ekonomi keluarga korban. Tentu
saja, peningkatan jumlah korban dan
kemiskinan penduduk pasca bencana
membutuhkan strategi-stretagi pemba-
ngunan dan tidak hanya program darurat
dan kemanusiaan (Hudon dan Seibel, 200,
Peranan mikrokeuangan untuk kelompok-
kepompok miskin dan tidak berdaya dapat
menstimulus ekonomi lokal. Dengan kata

lain, dalam situasi pasca bencana, mikro-

445

keuangan memiliki peran penting dalam
proses pemulihan (CCAP, 2005).

Setelah terjadinya bencana, Lembaga
Mikre (LKM) umumnya
memberikan bantuan segera dan melakukan

koordinasi

Keuangan
untuk  kegiatan-kegiatan
kemanusiaan, dan sebagian lainnya memulai
membantu masyarakat lokal membangun
rumah dan mengembalikan kegiatan
ekonomi, Rofi (2003) mencacat bahwa
mikrokeuangan dapat memberikan
kebutuhan dana untuk memfasilitasi
kebutuhan masyarakat untuk memulaj
kegiatan ekonomi terutama di sektor
informal. Dalam proses rekontruksi,
mikrokeuangan adalah pilihan jangka
Panjang yang baik dibandingkan dengan

hanya membetikan bantuan kemanusiaan.

Dengan kata lain, mikrokeuangan dapat

memainkan peranan penting pada fase
transisi dari kegiatan emergency-rekontruksi
menuju pembangunan berkelanjutan (De
Greiff, 2006; Seibel 2006).

Dari sudut pandang nasabah, akses
kredit mungkin lebih sulit karena kelayakan
kredit mereka seringkali memburuk pada
situasi pascabencana, Untuk mengatasi hal
tersebut, dua kunci untuk menurunkan
vulnerability orang-orang miskin adalah
meciptakan pendapatan dan kelayakan
kredit (Winchesed 2000). Lebih jauh Hudon
(2007) mencacat bahwa banyak pelaku usaha
kehilangan pasar mereka karena bencana
dan dengan demikian tidak ada pendapatan.

M samping itu juga, banyak lembaga
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keuangan formal sulit memberikan akses
kredit ke mercka karena mereka tidak
meniliki jaminan kredit.

Namun demikian, implementasi
program mikrokeuvangan pascabencana
tidaklah mudah diterapkan, Setelah terjadi
bencana, tantangan utama setelah minggu-
minggu pemberian makanan, obat-obatan,
dan perumahan darurat adalah korban
umumnya hidup dengan dukungan yang
terbatas. Program mikrokeuangan bukanlah
solusi terbaik selama fase rehabilitasi dan
emergency karena sifat dari mikrokeuangan
dapat menimbulkan konflik pada situasi
sepert]l ftu (Ahmmed, 2007).

Dari banyak proyek yang permah
dijalankan, tidak selamanya program
mikrokeuangan berjalan dengan baik. Studi
vang dilakukan Rofi (2003) di wilayah paska
konflik di Ambon menemukan fakta bahwa
walaupun program mikrokeuangan mampu
mendorong kegiatan ekonomi produktif,
mengurangi ketergantungan, dan mampu
menciptakan lapangan kerja terutama di
sektor informal, namun di sisi lain LKM
sendiri mengalami persoalan keberlanjutan
kelembagaan dan kenangan. Hal ini terjadi
karena LKM sendirl menganghadapi

persocalan dengan beberapa isu diantarnya
staff LKM vang terbatas karena banyak staff

LKM yang menjadi korban, persaingan
dengan program-program sejenis dengan
tingkat bunga yang tidak wajar yang didesain

untuk jangka waktu pendek, situasi konflik
yang seringkali fidak menentu.

4. Metode Penelitian

Penelitian berfujuan melihat dampak
proyek terhadap penerima manfaat (the
beneficiaries) dalam hal ini debitur pelaku
usaha/UKM. Penelitian dampak proyek ini
termasuk penelitian empiris dengan
mengunakan pendekatan kondisi responden
penerima manfaat “before and after treatment”
vaitu kondisi responden sesaat setelah gempa
atau sebelum proyek, dan pada saat setelah
menerima bantuan dari proyek..

Di samping pendekatan "before and
after treatment”, penelitlan ini juga
menggunakan pendekatan “with and withou!
freatment” yaitu membandingkan kondisi
responden vang mendapatkan kredit dan
yang tidak mendapatkan kredit (mon
betteficiaries) sebagai kelompok kontrol
{control group). Indikator yang digunakan
untuk melihat kondisi responden BPR dan
responden nasabah tersebut adalah indikator
invesiment-led dan indikator insurance-led
sebagai yang disebutkan oleh Sharma (2000).
Indikator investmené-led meliputi informasi
dampak proyek terhadap produktivitas
responden, sedangkan indikator insurance-led
meliputi informasi dampak proyek dapat
membantu responden
kemampuannya dalam menghadapi kondisi-
kondisi keuangan yang tak terduga karena
bencana atau sakit.

meningkatkan
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4.1. Penentuan Responden

Responden ditentukan dengan
sampling. Perkiraan dari ukuran sampel
nasabah didasarkan pada populasi nasabah
vang menerima pinjaman dari bantuan dana
proyek per fJuni 2008 di Jateng dan DIY yang,
berjumlah sebanyak 1.670 nasabah. Dengan
asumsi bahwa seluruh nasabah terdistribusi
normal antar BPR dalam jenis penggunaan
kredit yang sama, dan diasumsikan batas
kesalahan dalam pengambilan sample
adalah 5%, maka sampel diambil adalah
sebanyak 308. Sampel ini akan ditambah 12
nasabah untuk mengantisipasi jika sampel
vang terpilih tidak dapat dimasukkan
datanya karena persoalan validitas data dan
mengantisipasi kemungkinan data tidak
lengkap, salah memasukan data, atau
responden tidak ada ditempat. Responden
untuk kelompok kontrel dipilih sebanyak 100
nasabah. Ketika akan dianalisis, responden
kontrol akan dipilih berdasarkan kesamaan
pasangan dengan responden nasabah.
Dengan demikian sampel penelitian ini
Berjumiah 420 orang. Sampel ini akan dipilih
secara sistematik randem sampling

berdasarkan nomor urut gabungan seluruh

- nasabah BPR untuk jenis penggunaan kredit

vang sama {usaha produktif atau renovasi
rumah), sehingga jumlah responden vang
dipilih untuk masing-masing BPR secara
~otomatis akan terdistribusi
proporsional berdasarkan banyaknya jumlah

‘nasabah untuk masing-masing BPR peserta.

Fecara

Dalam pemilihan responden kontrol,
digunakan metode/ desain survei ekspe-
rimental semu (guasi-experimenial SHTTeY
design) (Pitt dan Khandker, 1998: Hulme,
2000; Sharma, 2000). Sample responden
kelompok kontrol dipilih dengan cara
purposive, yaitu dengan meminta
rekomendasi dari reponden debitur terpilih
siapa UKM di dekatnya yang kondisinya
mirip dengannya namun tidak mendapatkan
kredit dari BPR. Istilah semu digunakan
karena responden kontrol tersebut bukanlah
hasil dari suatu eksperimen kontrol yang
sebenarnya karena tidak mungkin
mengisolasi suatu komunitas untuk menjadi
kelompok kontrol (dilarang mendapatkan
kredit dari manapun, dan faktor-faktor

lainnya dibuat sama dengan debitur BFR)

4.2. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk
membandingkan kondisi antara nasabah/
debitur sebelum dan setelah mendapatkan
kredit, serta untuk membandingkan kondisi
antara responden debitur dengan responden
kontrol. Agar tidak bias dengan faktor inflasi,
maka data nominal rupiah pada caat
dilakukan penelitian dikoreksi terlebih
dahulu dengan angka inflasi yang terjadi
sejak masa setelah gempa.

Sementara itu untuk memastikan
bahwa antara anggota kelompok responden
nasabah yang dibandingkan dengan
kelompok responden kontrol tersebut benar-
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benar memiliki kondisi yang sama yang
bhanya dibedakan oleh faktor kredit dari
proyek, maka data dikelompokkan terlebih
dahulu atas kesamaan sektor ekonominya
yang kemudian dilanjutkan dengan
pembobotan dan kemudian pemasangan
(matching) antaranggota kelompok. Pem-
bobotan dilakukan dengan metode Propensity
Score Matching (Becker, Sascha dan Incino,
2002) dengan kriteria pengalaman debitur
dalam mengelola usaha yang didekati
dengan informasi histori kepemilikan
pinjaman di bank, tingkat pendidikan, dan
usia debitur. Proses scoring menggunakan
program SF55, sedangkan proses matching
menggunakan program NS5,

Indikator imvestment-led yang
digunakan meliputi pertanyaan tentang
akses kredit terkait dengan peningkatan
produktivitas, tingkat pendapatan,
kesejahteraan, dan konsumsi debitur.
Sedangkan Indikator fnsurance-led meliputi
informasi tentang penyaluran kredit bagi
peningkatan kemampuan rumah tangga

berpendapatan rendah tersebut dalam

menghadapi kondisi-kondisi pengeluaran

yang tak terduga terutama sakit. Asumainya
bahwa peningkatan kemampuan tersebut
terjadi karena peningkatan pendapatan
debitur dari usaha produktifnya setelah
mendapatkan kredit.

Analisis pembandingan tersebut
dengan menggunakan tabel logika perbedaan
ganda (double difference) Dampak proyek
dilihat dari pembandingan perbedaan nilai

rata-rata (mean) antar kondisi atau kelompok
yvang dibandingkan, apakah lebih besar atau
lebih kecil, kemudian signifikansi dari
perbedaan bersebut diuji dengan uji beda dua
nilai rata-rata (mearn) atan T. Untuk kondisi
before-after digunakan Ujl T Sampel
Berpasangan, sedangkan untuk kondisi with-
i thout

digunakan Uji T Sampel

Independent,

3. Hasil dan Pembahasan
5.1. Profil Nasabah

Dilihat dari komposisi jenis kelamin,
nasabah program yang mendapatkan
pinjaman kredit produktif relatif berimbang
antara laki-laki (50,5%) dan perempuan
{49.53%). Hal lainnya yang dapat dilihat
adalah
berpendidikan menengah ke atas, dengan

bahwa nasabah

mayoritas
mayoritas berpendidikan SMA atau yang
sederajat {47,83%), sebagian berpendidikan
D3 dan 51/52. Dilihat dari jenis pekerjaan,
mayoritas nasabah kredit perumahan adalah
pelaku usaha, ada beberapa di antaranya
bekerja sebagai PNS dan karyawan. Dilihat
dari tanggungan anggota rumah tangga,
tercatat bahwa jumlah tanggung rumah
tangga, tercatat lebih dari 50 % memiliki
tanggungan ramah tangga 2-4 orang, sisanya
ada yang hanya memiliki 1 tanggungan
rumah tangga, bahkan ada vang memiliki
tanggungan rumah tangga lebih dari 4 orang
(13.8%). Semakin besar tanggungan rumah
tangga diduga akan semakin besar beban
vang ditangeung oleh kepada rumah tangga
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dalam hal biaya yang harus dikeluarkan

untuk menghidupi mereka,

Dari prespektif nasabah, sebagian
besar (85.9%) nasabah menyatakan dirinya
sebagai korban gempa, Tercatat 14.1%
responden yang menyatakan bahwa mereka
adalah bukan korban gempa tetapi termasuk
berada di wilayah gempa. Pertanyaan ini
sejalan dengan hasil temuan pemerintah
yang mengkategorikan kondisi bangunan
rumah sebagian besar nasabah mengalami
kerusakan mulai dari kondisi rusak ringan
hingga rusak total,

| Rusak it W Fusi sk O Fusal dgan = Tidoh rus

sumber: Cholah dan data primer, 2008
Gambar 1, Tingkat Kerusakan Bangunan Menurut
Penilaian Pemerindah

5.2, Nasabah dan Kredit Produktif
Alasan Peminfaman Kemampuan
Mengembalikan

Alasan utama nasabah meminjam
kredit dari BPR adalah karena bunga vang

rendah (39,8%), prosedur yang sederhana

dam

(21,4%), dan sisanya karena alasan lainnya
seperti jumlah pinjaman dari BPR lebih lebih
besar jika dibandingkan dengan koperasi

dengan syarat jaminan dan presedur yang

sama, hubungan baik dengan petugas, dan
lain sebagainya (Gambar 2).

| Almean Lnama Menpam Meminjas Hreci Qan BPR {5}

Sumber data: Diolah dari data primer, 2008

Gambar 2. Alasan Utama Mengapa Meminjam Kredit
Produktif dari BFR

Kredit yang diberikan oleh BPR dari
dana Proyek dirasakan nasabah sangat
bermanfaat (80,8%) dan sisanya melihat
cukup bermanfaat (17,8%) dan kurang
(1,9%). MNasabah

mengatatan kurang bermanfaat melihat

bermanfaat yang
karena jumlahnya dinilai kurang besar
dibanding jumlah kredit yang sebenarnya
dibutuhkan. Dilihat dari jumlah pinjaman,
mayaritas nasabah meminjam kurang dari 5
juta (62,6%), 5 juta - 10 juta sebanyak 18,9%,
10 juta - 15 juta sebanyak 14,7% dan sisanya
meminjam lebih dari 15 juta rupiah. Variasi
pinjaman ini tentu saja dipengaruhi oleh
skala dan

tujuan pinjaman, usaha,

kemampuoan nasabah untuk meminjam.
Terkait dengan kemampuan untuk
mengembalikan, tercatat bahwa 94,1%
nasabah tidak mengalami kesulitan untuk
mengembalikan, sementara sisanya 5,9%

merasakan kesulitan untuk mengembalikan
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pinjaman. Beberapa faktor yang menve-
babkan kesulitan tersebut diantaranya
karena pinjaman/sebagian pinjaman
digunakan untuk kepentingan non-usaha
(47.1%), wusaha Hdak
keuntungan sebagaimana yang diharapkan
(25,3%), dan sisanya karena alasan lainnya.
Hal ini sefjalan dengan kondisi kolektabilitas

kredit, berdasarkan data yvang diperoleh

menghasilkan

hingga Juni 2008, nonperforming loan
(NPLgross) BPR Partisipan masih pada
kisaran angka 5%.

Dampak Kredit Bagi Nasabah

Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi
usaha debitur sebelum dan sesudah
mendapatkan kredit mengalami perbaikan
(tabel 1), Indikator-indikator peningkatan
usaha seperti rata-rata nilai asset dan omset
penjualan, pada saat dilakukan studi
dampak menunjukkan peningkatan
dibanding dengan kondisi sebelum
mendapatkan kredit darl provek, Termasuk
di dalamnya adalah adanya peningkatan

jumlah total tenaga kerja dan jam kerja

Tabel . Indikator Usaha Masabah EPR

Sebelum
Kredit

Setelah
Kredit

Tingkat
Signifilcansi
95%

A+

Rata-rata Aset
(termasuk

bangunan tempat
usaha)

70.583.083

£4.050.745

signifikan
+19%

Rata-rata tf:nt&l I 1.82
tenaga kerja

231

970 signifikan

Rata-rata jam kerja

(per minggu) 403h

48.75

signifikan

+21%

Rata-rata Omset
penjualan (per
bulan)

8.703.905

14.082.530

Tidak

+62% gignifikan

Dilihat dari indikator peninghkatan
stabilitas keamanan ekonomi rumah tangga,
juga terdapat peningkatan antara kondisi
setelah kredit dan sebelum mendapatkan
kredit, Indikator-indikator peningkatan
stabilitas ekonomi ruomah tangga sepert
kekayaan kelnarga, Hngkat konsumesi, dan

Somber: Diclsh dari data primer, 2008

kemampuan mendatangi klinik kesehatan
(yang ditunjukan dengan frekuensi pergl ke
klinik apabila sakit) pada saat dilakukan studl
dampak

menunjukkan peningkatan

dibanding dengan kondisl sebelum

mendapatkan kredit dari proyek.
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Tabel &
Kondisi Ekenomi Rumah Tangzs Masabah Eredit Produkess
Sebelum dan Setelah Mensrima Kredli

Sebelum
Kredit

Setelah
Kredit

Tingkat
Signifikansi
D5%

A+

Hata-rata total
kekayaan (tidak
termasuk tanah dan
lempat tinggal )

51.661.758

62,048 816

signifikan

Rata-rata total
pengeluaran per
bulan (tidak
termasuk biaya
sekolah anak)

1.131.329

| 1.505.267

signifikan

Persentase  tidak
akses kepada
layanan keschatan

3.42

2,83

Tidak

=17% stgmifilcan

Hasil uji statistik (uji T) menunjukkan
bahwa dampak dari intervensi program
Proyek apakah mengalami perubahan yang
nyata atau tidak. indikator peningkatan
usaha dan kondisi stabilitas ekonomi nasabah
tersebut adalah signifikan untuk indikator
peningkatan aset, peningkatan tenaga kerja,
dan jumlah kerja. Sedangkan indikator omset
tidak signifikan pada tingkat signifikansi 95%
tersebut, namun masih signifikan pada
tingkat 90%.

peningkatan stabilitas ekonomi rumah

signifikansi Indikator
tangea yang signifikan adalah kekayaan dan
tingkat konsumsi/ pengeluaran, sedangkan
kemampuan mengakses ke klinik kesehatan
tidak signifikan,

Penelitian ini menemukan bahwa ada

- peningkatan kondisi ekonomi nasabah

sebelum dan setelah adanya proyek, namun
-demikian untuk melihat apakah perbaikan
kondisi debitur BPR dari dana proyek
- tersebut terjadi karena faktor kredit atau

451

Sumber: Diolak dari data primer, 2008
karena merupakan fenomena ekonomi
masyarakat yang tefjadi secara umum, maka
peningkatan kondisi ekenomi debitur Proyek
tersebut perlu dibandingkan dengan kondist
masyarakat yang tidak mendapatkan kredi
yaitu responden kontrol pada periode walkbu
yang sama,

Hasil studi menunjukkan bahwa selama
periode antara pelaksanaan penelitian
dengan saat setelah terjadi gempa,
perkembangan kondisi responden debitur
Proyek lebih baik dari pada perkembangan
kondisi responden kontrol. Pada kedua
kelompok responden tersebut, indikator-
indikator kemajuan usaha seperti besarnya
aset, jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja,
dan omset sama-sama meningkat, namun
rata-rata peningkatan usaha responden
debitur ProFl lebih tinggi nilainva daripada

peningkatan usaha resonden kontrol

{gambar,3).
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Sumbaer: Dieleh darl data pinser, 2008

Gambar 3. Pesbandingan Rata-rata Peningkatan Kondisi Usaha
Antara Respenden Debitur ProFl dengan Responden Kontrel

Sementara itu untuk indikator
peningkatan stabilitas keamanan ekonomi
rumah tangga, responden debitur Provek juga

menunjukkan adanya peningkatan yang

lebih baik dari responden kontrol yang

ditunjukkan dengan penurunan persentase
tidak ke klinik ketika sakit, peningkatan

dan
Setelah
mendapatkan kredit, debitur Provek

pengeluaran rumah

tangga,

peningkatan kekayaan.

menunjukkan angka persentase tidak ke

klinik yang semakin menurun (negatif)

berarti kemampuan responden Proyek untuk
mengakses ke fasilitas kesehatan meningkal,
Hal sebaliknya terjadi pada resonden kontrol
yang hasilnya justru positif (2,10), hal inj
menunjukkan bahwa kemampuan reponden
kontrol untuk mengakses fasilitas kesehatan
justru semakin mengalami penurunan,
Sedangkan peningkatan pengeluaran dan
kekayaan rumah tangga menunjukkan
peningkatan daya beli dan tabungan
{Gambar.4),
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Sumber: Diolah dari data primer, 2008

) Gambar 4,
Parbandingan Rata-rata Peningkatan Kondisi Stabilltas Ekonomi Antara Responden Debitur ProFT dengan
Responden Kontrol

Hasil uji statistik (uji T) pada tingkat
signifikansi 95% antara peningkatan kondisi
responden debitur Proyek dengan responden
kontrol semuanya menunjukkan bahwa
perbedaan peningkatan tersebut tidak
signifikan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi
karena seperti pada hasil uji statistik
responden debitur Proyek kondisi sebelum
dan sesudah kredit yaitu rata-rata periode
lama nasabah memperoleh kredit vang baru
kurang dari 2 tahun, di samping ada
kemungkinan responden kontrol juga
mendapat kredit namun dari lembaga vang

lain.

6. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa
mayoritas nasabah (B0.8%) menyatakan
kredit dari dana proyek sangat bermanfaat,
sedangkan 17.8% menyatakan cukup

bermanfaat bagi pengembangan usaha

mereka. Kondisi usaha nasabah BPR
mengalami perbaikan, hal ini terlihat adanya
peningkatan usaha antara sebelum dan
sesudah menerima kredit walaupun
peningkatan ini tidak cukup signifikan.
Dibandingkan dengan usaha non-nasabah
{kontrol), peningkatan usaha nasabah proyek
lebih perbedaan
peningkatan usaha nasabah dan non
nasabah proyek tidak signifikan,

Penelitian juga menemukan bahwa
stablitas ekonomi rumah tangga nasabah BPR
mengalami peningkatan vang lebih baik
dibandingkan dengan non-nasabah (kontrol)
walaupun perbedaan peningkatan stablitas

besar walaupun

ekonomi nasabah dan non nasabah tidak
signitikan. Kemungkinan tidak signifikannya
peningkatan ini karena projek relatip baru
berjalan selama 1 tahun dan ada
kemungkinan nasabah yang meminjam

kurang darl waktu it
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Berdasarkan pengalaman proyek
mikrokeuangan di Yogya dan Jateng,
Implemtasi proyek pemulihan keuangan
sejenis ditempat lain dengan model yang
dikembangkan oleh Proyek sangat mungkin
dilakukan.
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MIKROTREMOR
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Abstract

The olijective of this study was foanalyze characteristics of setsmic vulnernhility index fo several landforms,
This study was also intended to explain the relationship betieern the 2006 earthquake damnge distributions and local
sate effect within Baritul Graben. Microtremur measurenent were done using @ portable digital setsmograph equipped
@ velocity sensitive sensor having 2 hovizonfal component (NS and EVY direction) and a verfical comporent, Sampling
irvidrreal was 17100 second and tie length of each record was 30 minuges. Computation of He speckral rabio tss wsing
The GEOPSY Software based on Hovizontal to Vertical Spectral Ratlo (HVSR). The results of study showed Hat
sefsric sutnerability index ot Bantul Graben varied from 0.1 to 28,8, Generally, seiswric mulnerability ndex chsnged
Jollowing the changes of landform unit. Seismic valnerability index have a frend to gradually smaller value from
Jluvio velcamic foot plain and volcanic foof plain (1.3 - 28.8) to structural movrtain (0.1 — 1.8) at the east and west
of the Banbul Grahen. Tharefore, the distribution of earthaquake danage that wis parallel aith the Opak Frult was not
catesed by reactivation of the Cpak Fault s commuonly geoscien fists predicted before, The “damage bell™ occured after

the earihguake had a urique charsster as resulls of local site effect in the area.

Key words: seismic valnerability index; micratremor, local site effect, HVSE,

1. Pendahuluan

Daerah Bantul dan sekitarnva, secara
tektonik merupakan kawasan dengan tingkat
akfifitas kegempaan yang cukup tinggi di
Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena
daerahnya yang berdekatan dengan zona
tumbukan lempeng Eurasia dengan lempeng
Indo-Australia di Samudera Hindia.
Dizamping sangat rawan gempabumi akibat
aktifitas tumbukan lempeng, daerah Bantul
Juga sangat rawan gempabumi akibat
aktifitas sesar lokal di daratan. Kondisi
teklonik semacam ini menjadikan Daerah
Bantul sebagai kawasan seismik aktif yang
kompleks.

Berdasarkan data sejarah kegempaan
Jawa, daerah Bantul sudah beberapa kali
merusak.

mengalami gempabumi

Gempabumi Bantul 10 Juni 1867
menyebabkan 372 rumah roboh dan
menewaskan 5 orang (Newcomb & MeCann,
1987).

mengalami gempabumi pada 23 Juli 1943

Daerah Bantul juga pernah
vang menewaskan 31 orang, 564 orang luka
parah dan ribuan rumah roboh dan rusak
{Bemmelen, 1949}, Jika mencermati fakta
sejarah kegempaan Jawa, sejak dahulu
daerah Bantul merupakan kawasan vang
selalu mengalami kerusakan paling parah
setiap terjadi gempabumi. Berdasarkan
beberapa fakia sejarah kegempaan, maka
Daerah Bantul selamanya akan menjadi
daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap
bahaya gempabumi.

Tanggal 27 Mei 2006, Daerah Bantul
sekitarnya kembali

dan diguncang
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gempabumi tektonik, Meskipun kekuatan
gempabumi relatif kecil, hanya M_=6.4
(Harvard-CMT, 2007), namun telah
mengakibatkan lebih dari 6000 korban tewas,
lebih dari 40.000 korban luka-luka dan lebih
dari 1.000.000 jiwa kehilangan tempat
tinggal (Walter et al, 2008). Ada sebuah
fenomena menarik, dimana daerah
kerusakan parah akibat gempabumi telah
membentuk suatu polaspasial yang unik vang
membujur dalam arzh Baratdaya-Timurlaat,
meliputt Kecamatan Pundong, Imogiri, Jetis,
Pleret, Banguntapan hingga Piyungan, Fakta
ini dapat dilihat pada peta agihan kerusakan
gempabumi hasil pantauan satelit yang
menunjukkan adanya fenomena “damage
belt™ yang paralel dengan Sesar Opak

(Gambar 1).
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Gambar 1. Agihan kerusakan Gempabumi Bantul 27
Mei 2006 (Miurs et al., 2008)

Fada awalnya, para ahli ilmu kebumian
berpendapat bahwa daerah kerusakan Yang
terkonsentrasi di sepanjang jalur Sesar Opak
disebabkan aktivitas gempabumi yang dipicu

oleh reaktivasi Sesar Opak. Pendapat ini
kemudian menjadi pro dan kontra setelah
Harvard\-CMT (2007) menentukan
episenter gempabumi terletak pada koardinat
-8.03 LS dan 110.54 BT, tepatnya pada jarak
+ 20 kilometer di sebelah timur Sesar Opak
(Gambar 2). Episenter gempabumi utama
versi Harvard-CMT (2007) ini lebih akurat,
karena didukung data gempabumi susulan
menurut Walter et al, (2008) yang
terkonsentrasi di sebelah timur Sesar Opak.

Gempabumi 27 Mei 2006 menyimpan
beberapa keganjilan dan tanda tanya terkait
dengan lokasi episenter dan agihan
kerusakannya. Berdasarkan peta rasio
kerusakan menurut Yamazaki dan Matsuoka
(2008), daerah kerusakan paling parah
adalah Kecamatan Pundong, Jetis dan Plerst
(rasio kerusakan: 75-100 %) yang lokasinya
berjarak lebih dari 20 km dari episenter,
Daerah-daerah yang lokasinya lebih dekat
dengan episenter mengalami
keruzakan minimal (rasio kerusakan;
<6.25 %) (Gambar 2). Fakta ini menunjukkan

bahwa teori yang menyatakan bahwa

justru

intensitas kerusakan gempabumi akan
menurun terhadap bertambahnya jarak dari
tidak

zona

benar.

yang
membentuk pola “damage belt” vang paralel
dengan Sesar Opak juga merupakan tanda

eplsenter, sepenuhnya

Munculnya kerusakan

tanya besar yang perlu dicari jawabannya,

mengingat episenter gempabumi tidak
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berada pada falur Sesar Opak. Atas dasar
beberapa permasalahan inilah yang menjadi
latar belakang diambilnya tema indeks
kerentanan seismik dalam penelitian ini.
(2008), indeks

Menurut Nakamura

kerentanan seismik merupakan suatu indeks
yang menunjukkan tingkat kemudahan
deformasi tanah

terjadinya lapisan

permukaan saat gempabumi.

Servere Damage FLATES ()
Entimatd by Al OGS A1 SAR

¥ E 'I}
—_ .'_J_r— -..‘_

tﬁ' “4—— Episenter eempabumi

- nma -"-'.'..f"“"':"'""'".';
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Gambar 2. Rasio kerusakan Gempabumi Bantul 27 Mei 2006 (Yamazaki & Matsuoka, 2008)

Beberapa negara rawan gempabumi
seperti Jepang, Amerika Serikat, Mexico,
Taiwan dan Filipina sudah melakukan kajian
indeks kerentanan seismik (Nakamura, 2008;
Saita et al, 2004; Huang & Tseng, 2002;
Nakamura et al., 2000; Gurler et al,, 2000).
Kehandalan Metode indeks kerentanan
bahaya
gempabumi efek lapisan tanah permukaan
{local site effect) telah terbukt dalam beberapa
penelitian vang dilakukan di berbagai negara,
Daerah-daerah yang memiliki indeks
kerentanan seismik tinggl ternyata memiliki

seismik dalam pengkajian

risiko tinggi terhadap kerusakan akibat
gempabumi.

Studi mengenai indeks kerentananan
seismik belum dilakukan di Indonesia.
Hingga saat ini, belum ditemukan satupun

pustaka mengenai penelitian indeks

kerentanan seismik yang dilakukan di

Indonesia. Selama ini dalam
mengkuantifikasi bahaya gempabumi di
Indonesia kebanyakan hanya menggunakan
pendekatan model-model percepatan
getaran tanah dan intensitas gempabumi
empiris. Sebagal metode mutakhir dalam
pengkajian bahaya gempabumi, penelitian
indeks kerantanan seismik  perlu
dikembangkan di Indonesia untuk tujuan
mitigasi bencana alam gempabumi.

sudah

gempabumi

Sebagai daerah

yang
berulangkali mengalami
merusak, di daerah Graben Bantul perlu
dilakukan kajian indeks kerentanan seismik
pada berbagai macam bentuklahan. Pola
spasial indeks kerentanan seismik sangat
bermanfaat dalam

sohagai Acuan

pengembangan wilayah yang aman dari
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ancaman gempabumi pada masa yang akan
datang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis
karakteristik indeks kerentanan seismik pada
berbagai macam bentuk lahan gerta
menganalisis hubungan antara agihan
kerusakan Gempabumi Bantul 27 Mei 2006

dengan fenomena local site effect di Graben
Bantul.

2, Metode

Mikrotremor merupakan vibrasi lemah
di permukaan bumi yang berlangsung terus
menerus akibat adanya sumber getar seperti
aktivitas manusia, industri dan lalulintas.
Sumber-sumber lain seperti interaksi angin-
bangunan, arus laut dan gelombang laut
periode panjang juga merupakan sumber
mikrotremor (Motamed et al, 2007;
Petermans et al,, 2006),

Daerah penelitian ini adalah Graben
Bantul, secara administratif berada di
wilayah Kabupaten Bantul (Gambar 3).
Sampel area daerah penelitian berupa 5
satuan bentuklahan utama, yaitu: dataran
fluvio gunungapi, dataran kaki gunungapi,
kompleks gumuk pasir, lerengkaki koluvial,
perbukitan struktural Sentolo, dan
perbukitan struktural Baturagung. Sampel

titik adalah tempat-tempat dilakukan

pengukuran mikrotremor. Karena kondisi

geomorfologis daerah penelitian memiliki
satuan bentuklahan yang luasannya berbeda-
beda, maka teknik pengambilan sampel

mikrotremor dilakukan secara proporsional
sampling.

Peralatan yang digunakan untuk
pengukuran mikrotremor adalah seissmometer
short period (velocify sensitive sensor) tipe TDS-
303 (3 komponen) dengan frekuensi
pengambilan sampel sebesar 100 Hr, kabel
data, digifizer, panel solar cell, GPS, UPS,
laptop akuisisi data dan 1 mobil survei.

Hasil pengukuran mikrotremor di
lapangan diperoleh data getaran tanah dalam
fungsi waktu, Data tercatat dalam 3
komponen, yaitu kemponen wvertikal,
horizontal {utara-selatan) dan horizontal
{(barat-timur). Data mikrotremor dianalisis
dengan metode Horizontal to Vertical Spectral
Ratio (HVSR) atau Metoda Nakamura.
Maging-masing  spektrum  fourier
mikrotremor komponen horizontal (timur-
barat dan utara selatan) dirata-rata dengan
akar rerata kuadrat dan dibagi dengan
spekirum fourier komponen vertikal dalam
kawasan frekuensi hingga diperoleh sebuah
rata-rata spektrum rasio H/V (Nakamura,

1989).
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Gambar 3. Daerah penelitian

Secara garis besar prosedur pengolahan
data menggunakan metode analisis HVSR
digambarkan pada Gambar 4. Seluruh
perhitungan dikerjakan menggunakan
program GEOPSY dengan keluaran berupa
rara-rata spektrum HVSR, Dari spektrum ini

dapat diketahui nilai frekuensi predominan

{fo) dan puncak spektrum HVSR (A) di lokasi
pengukuran mikrotremor. Dua parameter
untuk menghitung nilai indeks kerentanan
seiemik (Kg) adalah frekuensi resonansi {fo)
dan puncak spekirum HVSR (Ag). Kg
diperoleh dengan rumus: Kg = Ag? / fo.

Puncak spekirnam HW (A)

Bomap g g sasag s
Fhoungna ey Vs ssial

Frexuensi Predominan {fo)

Gambar 4, Diskripa: mwtode analisis Horizental io Vertical Specinnf Rafio (HVSR)
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Predominan frekuensi (fo)

Nilai frekuensi predominan di Graben
Bantul (fo) bervariasi antara 0,6 Hz hingga
8,9 Hz. Secara umum nilai frekuensi
predominan yang lebih kecil tedapat pada
bentuklahan dataran fluvio gunungapi dan
dataran kaki gunungapl yang kedua-duanya
terletak pada zoma graben, sedangkan nilaj
frekuensi predominan yang lebih besar
terdapat pada bentuklahan lerengkaki
koluvial dan perbukitan struktural.

Nilai frekuensi resonansi 0.6 - 2.0 Hz
digambarkan agihannya dengan warna
merah terdapat pada dataran fluvio
gunungapi, dataran kaki gunungapi dan
dataran fluvio marin. Zona ini berarah
Baratdaya-Timurlaut yang menggambarkan
lokasi Graben Bantul. Agihan frekuensi
predominan hasil analisis HVS5R menun-
jukkan suatu penurunan nilai antara 3.8
hingga 0.6 Hz yang berkaitan dengan adanya
suatu peningkatan kedalaman di zona
graben. Kondisi ini sesuai dengan pendapat
McDonald & Partners (1985), vang
menyatakan bahwa ketebalan material
aluvium (Qa) di Graben Bantul bervariasi
antara 50 meter hingga 150 meter, maka
sangat beralasan jika pada beberapa tempat
yang batuan dasarnya cukup dalam terdapat
frekuensi resonansi sangat rendah.

Pada zona graben, warna merah
bervariasi dengan wama merah kekuningan
yang menggambarkan adanya wvariasi

kedalaman batuan dasar. Kemunculan

warna kuning di tengah zona graben

menunjukkan adanya batuan dasar yang

lebih dangkal dari sekitarnya wvang

teridentifikasi sebagai zona dengan frekuensi
2.5-4.5 Hz. Untuk menguji kebenaran pola
agihan frekuensi resonansi di Graben Bantul,
dalam penelitian ini juga disusun mode] 3-
dimensi Graben Bantul berdasarkan data bor
dan penampang hidrostratigrafi hasil
interpretasi geolistrik menurut Langgeng dan
Adiji {2006), Berdasarkan model 3-dimensi
Graben Bantul, memang menunjukkan
adanya kemunculan batuan dasar yang lebih
dangkal ditengah graben. Model penam-
pang geologi graben juga menunjukkan
adanya struktur bantuan dasar yang lebih
dangkal di tengah graben. Agihan spasial
nilai frekuensi predominan (fo) memiliki
kesamaan pola dengan mode] 3-dimensi
Graben Bantul dan profil penampang lintang
geologi (Gambar 5).

Untuk keperluan mitigasi bencana alam
gempaburmd, informasi nilai fo suatu empat
sangat penting untuk perencanaan
bangunan tahan gempabumi. Struktur
bangunan yang memiliki nilai fo sama dengan
nilai fo tanah akan mengalami resonansi jika
terjadi gempabumi. Efek resonansi akan
memperkuat getaran gempabumi sehingga
menyebabkan bangunan akan roboh saat
terjadi getaran gempabumi kuat. Sehingga
dianjurkan untuk membangun bangunan
yang tidak sama dengan frekuensi resonansi
tanah untuk menghindari terjadinya efek

resonansi saat gempabumi terjadi. Selain
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bahaya resonansi getaran gempabumi,

daerah Graben Bantul yang memiliki
kerekteristik fo sangat rendah sangat rentan
terhadap bahaya getaran gelombang

gempabumi periode panjang yang dapat
mengancam gedung-gedung bertingkat
tinggi yang mungkin dibangun di daerah
Bantul di masa mendatang. Dengan
mengetahui agihan frekuensi resonansi dan
memanfaatkannya dalam merencanakan
diharapkan
mengurangi risiko bahaya gempabumi yang

bagunan, akan dapat

mungkin terjadi pada masa yang akan
datang.

Gambar 5. Agihan nilai frekuensl predominan,
model 3-dimensi graben dan penampang geologi

3.2 Puncak kurva spektrum rasio H/V (Ag)
Puncak spekbrum rasio H/Y yang relatif
tinggi berkisar antara 1.3 hingga 6.6, tersebar
pada satuan bentuklahan dataran kaki
gunungapi, dataran fluvio gunungapi dan
dataran fluvio marin. Ketiga bantuklahan ini
tersusun  atas  material  aluvium
(unconsolidated sediment) yang mengisi Graben
Pada
perbukitan struktural di sebelah barat dan

timur graben menunjukkan adanya pola

Bantul sejak zaman Ekwarter.

spektrum rasio H/V yang cenderung
mendatar dengan puncak spektrum kurang
dart 1.8. Demikian juga hasil pengukuran
pada bentuklahan lereng kaki koluvial yang
merupakan zona transisi, di zona ini pola
spektrum rasio H/V juga cenderung
mendatar. Secara umum nilal puncak
spektrum rasic H/V berubah mengikuti
perubahan satuan bentuk lahan. Spektrum
rasio H/V tinggi berada pada dataran Auvio
gunungapi, dataran kaki gunungapi dan
dataran fluvio marin, sedangkan spektrum
rendah berada pada satuan bentuklahan
lerengkaki koluvial dan perbukitan struktural
Baturagung dan Sentolo (Gambar 6).

Penggunaan parameter puncak
spektrum rasioc H/V untuk pengkajian
bahaya gempabumi hingga saat ini masih
dalam pro dan kontra. Menurut Bard (2000),
puncak spektrum rasio H/V memberikan
estimasi amplifikasi dalam batas “tingkat
rendah”, namun demikian beberapa peneliti
lain seperti Mucciarelli et al. (1998),

MNakamura et al. (2000) dan Cara et al. (2006)
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menyatakan adanya korelasi antara nilai
puncak spektrum rasio H/V dengan agihan
kerusakan gempabumi. Panou et al. {2004)
juga membandingkan nilai frekuensi
resonansi dan puncak spekitrum rasio H/V
dengan data kerusakan gempabumi. Hagil
pengamatannya menunjukkan bahwa pada
intensitas kerusakan tinggi terfadi pada zona
frekuensi resonansi rendah dengan puncak

spekirom rasic H/V yang tingpi

Cambar 6. Karakteristik kurva spektrum rasio H/V
pada bermacam-macam bentuklshan

Berdasarkan analisis hubungan antara
puncak spektrum rasio H/V dengan data
kerusakan Gempabumi Bantul 27 Mei 2006,
tampak bahwa zona puncak spektrum
rendah (0-2) berhubungan dengan rasio
kerusakan antara 10 hingga 60 %, sedangkan
pada puncak spektrum tinggi (2-5)
berhubungan dengan rasio kerusakan antara
20 hingga 90%. Adannya korelasi antara
puncak spektrum rasio H/V dengan data
kerugsakan ini menunjukkan adanya

kesamaan hasil dengan penelitian yang
dilakukan oleh Nakamura et al. (2000) dalam

pengkajian local site effect Gempabumi Kobe
1995.

3.3 Indeks kerentanan seismik (Kg)

Nilai indeks kerentanan seismik di
Graben Bantul bervariasi dari 0.1 hingga 28,8,
Nilai Kg yang tinggi terdapat pada
bentuklahan dataran fluvio gunung api dan
dataran kaki gunungapi (1.3 - 28.8), nilal Kg
vang lebih
bentuklahan fluvic marin dan gumuk pasis
(1.0 - 11}, sedangkan nilai Kg sangat rendah
terdapat pada bentuklahan lerengkaki
koluvial dan perbukitan struktural (0.1-1.8).

rendah terdapat pada

Ada lima zona Kg yang nilainya tnggi
dan cukup mencolok yaitu daerah Pundong,
Imogiri-Jetis,

Bantul-Sewon, Pleret-

Banguntapan-Piyungan dan Srandakan-

Pandak dekat Sungai Progo. Jika MeNgacu
penelitian indeks kerentanan yang dilakukan
oleh Nakamura (2000), Nakamura et al,
(2000} dan Saita et al. (2004), bahwa daerah
yang mengalami kerusakan parah terjadi di

dataran aluvial yang tersusun oleh material

sedimen yang memiliki nilai indeks
kerentanan seismik tinggi. Berdasarkan
penelitian tersebut, tampak tingginya nilai
indeks kerentanan selsmik pada zona
kerusakan di Graben Bantul sangat terkait
dengan material sedimen bawah permukaan.
Hal ini disebabkan oleh morfologi cekungan
Bantul merupakan Dataran Fluvio Vulkanik,
sedangkan secara morfostruktur cekungan
Bantul merupakan sebuah graben yang di
bagian atasnyva tersusun deposisi bahan-

bahan aluvium hasil endapan piroklastik
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erupsi Gunungapi Merapi, Menuwrut Walter kerusakan, Hasilnya menunjukkan adanya
et al. (2008) zona graben pada sisi imur teriei korelasi antara indeks kerentanan seismik
oleh cebakan endapan labar Gunung Merapi dengan rasio kerusakan  (Gambar 7).
yvang tersusun oleh material piroklastik Mengejutkan, agihan spasial indeks kerentanan

berupa abu gunung api dan ftufa yang seismik tidak saja sesuai dengan agihan rasio

ketebalannya mencapal 150 meter (Rahardjo kerusakan (Yamazaki & Matsuoka, 2008), tetapi
et al., 1977). juga sesuai dengan agihan kerusakan menurut

Untuk mengetahui hubungan antara UNOSAT (2006}, peta intensitas gempabumi
indeks kerentanan seismik dengan data dan cebakan lahar Gunung Merapi menurut
kerusakan aktual gempabumi, maka disusun Walter et al. (2008) (Gambar 8).

grafik hubungan antara Kg dan rasio

ey Eminw
B % = 8 |
o o = -

GelpEs ANl i%i

Gambar 7. Hubungan. antara indels kerentanan
peismik dengan rasio berusakan
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o bl el i 7 e o i ey

Cambar 8. Agihan indeks kerentanan seismnik, agihan kernsakan, agihon rasio kerosakan, pets Intensitas
Eempuhumi. dan zona cebabkan lshar Gunung Merapd
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Adanya fakta-fakta yang terungkap
pada hasil penelitian di atas sebenarnya
merupakan jawaban dari pertanyaan yang
berkembang di masyarakat selama ini:
mengapa agihan kerusakan membentuk
sabuk kerusakan? dan mengapa daerah yang
mengalami kerusakan parah justru terjadi
pada jarak vyang
gempabumi?. Agihan kerusakan gempabumi
27 Mei 2006 yang paralel dengan jalur Sesar
Opak ternyata tidak diakibatkan oleh

reaktivasi Sesar Opak seperti yang diduga

jazh dari pusat

para ilmuwan sebelumnya. Agihan
kerusakan gempabumi yang membentuk
sabuk kerusakan yang berarah Baratdaya-
Timurlaut (Pundong hingga Piyungan)
merupakan fenomena local site gffect yang
disebabkan oleh material sedimen Merapi
yang mengisi graben memiliki indeks
tinggi yang
mengikuti pola aliran Sungai Opak.

kerentanan sebarannya

4. Kesimpulan
1. Nilai indeks kerentanan seismik (Kg) di
Graben Bantul berubah mengikuti
perubahan bentuklahan. Kg yang tinggi
terdapat pada bentuklahan dataran fluvio
punung api dan dataran kaki gunungapi
(1.3 - 28.8), nilai Kg vang lebih rendah
terdapat pada bentuklahan fluvio marin
dan gumuk pasir (1.0 - 11}, sedangkan
nilai Kg sangat rendah terdapat pada
bentuklahan lerengkaki koluvial dan
perbukitan struktural (0.1 - 1.8).
. Di Graben Bantul, tingkat kerusakan
gempabumi dikontrol oleh karakteristik

bentuklahan dan tingkat kerusakan
gempabumi tidak dipengaruhi oleh jarak
dari pusat gempabumi.

. Apgihan kerusakan gempabumi 27 Mei
206 yang terkonsentrasi pada jalur Sesar
Opak tidak disebabkan oleh adanya
reaktivasi sesar. Fenomena damage belt di
Graben Bantul merupakan cerminan [peal
site effect akibat material sedimen Gunung
Merapi memiliki indeks kerentanan

seismik yang tinggi.

5. Ucapan terimakasih

Survei pengukuran mikrotremor di
Graben Bantul merupakan bagian dari kerja
proyek Risk Management Information System
(RIMSY) Project of Yogyakarte (Fakultas
Geografi UGM dan Innsbruck, Austria),
Kami menyampaikan banyak terimakasih
kepada RIMSY Project atas dukungan dana
untuk menyelesaikan penelitian ind. Kami
juga menyampaikan banyak terimakasih
kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) atas dukungan peralatan

yang digunakan selama survei lapangan.
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PENILATAN TINGKAT KERAWANAN KEBAKARAN RUMAH BERDASARKAN
KARAKTERISTIK KUALITAS RUMAH DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA,
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ABSTRACT

Settlement is the most important area in the ackioity of disaster mitigation, The Biggest detriment caused by
digaster is gemeraily placed at the settlement or residential grea. Thereby, the idenbification of the setflenrent
characteristics is requived to be able to recogmize the disaster risk. Housing fire s one of the disaster which occur
Jrequenily in urban settlzment. This research was done in Sub-District of Kebayormn Lama, Jakartn Selatar Murictpality.
The mims of this research are: (1) to study the settlement quality characteristics related bo fire disaster cccurence; and
{2) fo determine B level of housing fire zensitivity md it's distribution in order lo supporf disaster mifigation
actioibies in the research area. Toobtain the dat, Quickbird Satellite image interpretation, feld work, mnd secondary
diatn were used, By wsing “scoring techniques”™ in GIS analysis, all variables are scored and classified info 5 class of
Jire sensitfeity and 3 class of fire control difficulties. The result shows that 51% (456,65 hectares) of Kebayoran Lama

sub-disirict are sensitive area (fevel TIT), and 73% (760,04 hectares) are moderate level of fire handiing.

Reyrvords : settiement qualily, housing fire, fire sensitivity, dissster mitigation

1. Pendahuluan

Kota adalah pusat kegiatan ekonomi,
pemerintahan, politik, sosial, dan budaya.
Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat
dicirikan dari pertambahan jumlah dan
peningkatan  kepadatan penduduk,
peningkatan kerapatan bangunan dan
penambahan luas wilayvah terbangun,
terutama permukiman, serta semakin
lengkapnya fasilitas kota yang mendukung
kegiatan sosial dan ekonomi kota (Dennis,
2008). Fenomena perkotaan di Indonesia,
baik dari sisi kecenderungan perkembangan
maupun kompleksitas masalah yang ada,
selalu menjadi tantangan menarik bagi
pemegang kebijaksanaan pembangunan

perkotaan. Tingginya dinamika perkotaan

dapat berdampak positil, letapi tidak jarang

akan menyebabkan permasalahan bagi

penduduk kota tersebut. Salah satu

permasalahan kota yang biasa terjadi di
negara berkembang, termasuk Indonesia,
adalah pertambahan penduduk daerah
perkotaan yang relatif Hinggi sebagal dampak
dari migrasi penduduk dari desa ke kota yang
menyebabkan sangat tingginya kepadatan
penduduk di kota (Fodor, 1999),
Kepadatan penduduk yang sangat
tinggi di daerah perkotaan dapat
menimbulkan masalah-masalah yang terkait
dengan hunian penduduk (Gottdiener and
Budd, 2005). Sebagai

permasalahan yang muncul adalah kesulitan

contoh  dari

mengakses dan atau mendistribusikan utilitas
umum (listrik, air bersih, pengelolaan
sampah, dan jaringan drainase), kesulitan
penanganan kejadian kebakaran karena
kendaraan pemadam kebakaran tidak bias
leluasa masuk, sangat rentannya terhadap

penularan penyakit menular antar manusia,
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dan lain-lain, Secara umum, semakin padat
suatu dasrah permukiman, semakin banyak
permasalahan yang muncul.

Permukiman menempati areal paling
luas dalam pemanfaatan ruang kota.
Permukiman  perkotaan mengalami
perkembangan selaras dengan perkem-
bangan penduduk, dan mempunyai pola-
pola tertentu yang menciptakan bentuk dan
struktur kota yang berbeda dengan kota
lainnya. Perkembangan permukiman pada
bagian-bagian kota tidak sama, tergantung
pada karakteristik kehidupan masyarakat,
potensi sumber daya yang tersedia, kondisi
fisik alami serta fasilitas kota Yang lerutama
berkaitan dan

dengan transportasi

komunikasi (Drakakis-Smith, 1980).

Fenomena perkotaan vang kian rumit
menyelimuti berbagai aspek kehidupan
penghuninya. Pemadatan penduduk dan
hunian yvang terjadi di kota menyebabkan
terjadinya penurunan kualitas lingkungan
(deferioration) di perkotaan dan kerawanan
terjadinya kebakaran pada permukiman
(Buharyadi, 2000). Sudah tentu diperlukan
upaya-upaya yang serius untuk melindung;
masyarakat kota dari dampak tersebut
dengan melakukan mitigasi, Tulisan ini
mengangkal tema upaya mitigasi terhadap
bencana kebakaran bangunan permukiman
di perkotaan, dengan mengambil contoh
kasus di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

Kebakaran bangunan merupakan
bahaya yang sering terjadi di daerah

perkotaan, terutama pada kawasan

permukiman {Anonim, 1985). Dengan

keadaan lingkungan permukiman yang

buruk seperti kepadatan permukiman yang
tinggi, sarana lingkungan yang kurang
memadai sepertl tidak tersedianya tandon
air, serta sarana pemadam kebakaran yang
kurang memadai seperti kuran ghya
ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api
Ringan) memicu terciptanya kerawanan
kebakaran ini, Selain jtu, tingkat ekonomi
dan kohesi sosial masyarakat yang rendah
juga turut andil dalam terciptanya
kerawanan ini, Untuk ity diperlukan
pencegahan dan penanggulangan terhadap
bahaya kebakaran permukiman.
Penanggulangan bencana ditentukan
oleh fasilitas pemadaman kebakaran,
sedangkan pencegahan memerlukan
pengamatan dan pengendalian terhadap
lingkungan permukiman Zaini, 1998). Kedua
hal tersebut memerlukan informasi lentang
kondisi fasilitas pemadam serta kondisi
lingkungan permukiman. Informasi ini
digunakan untuk memantau kerawanan
permukiman dari bahaya kebakaran serta
melakukan perbaikan kualitas lingkungan
dan fasilitas pemadam kebakarannya.
Pemanfaatan teknologi Penginderaan Jauh
dan Sistem Informasi Geografis dapat
mendukung upaya ind, terutama dalam hal
penyediaan data dan analisis terkait dengan
penanganan dan penanggulangan musibah
kebakaran pada permukiman. Teknologi
informasi yang ada saat ini sa ngat

memungkinkan untuk dikembangkan dan
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diterapkan pada pengelolaan wilayah untuk
manajemen bencana di perkotaan.
Tujuan sebagai berikut

. mengkaji  karakteristik  kualitas
permukiman sebagai faktor penyebab
terjadinya kebakaran.

. menyusun zonasi kerawanan kebakaran
di daerah penelitian.

Tipe dan pola permukiman suatu kota
merupakan bagian dari pola penggunaan
lahan keta yang menggambarkan pula
struktur masyarakat serta sejarah
pertumbuhannya. Menurut Yudohusodo
(1991), secara garis besar permukiman di
kota-kota besar serta metropolitan dapat
dibagi kedalam tiga kelompok. Pertama,

perumahan yang direncanakan dengan baik

dan dibangun dengan baik dan teratur rapi

serta memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas
yang cukup dan baik, yang dapat kita sebut
dengan permukiman vang teratur. Kedua,
permukiman yang berkembang tanpa
direncanakan terlebih dahulu. Polanya tidak
teratur dan prasarana, utilitas. dan
fasilitasnya tidak mencokupi atau memenuhi
syarat baik jumlahnya maupun kualitastiya,
vang disebut dengan permukiman tidak
teratur, Ketige, permukiman yvang tidak
sepenuhnya direncanakan dengan baik. Jalan
jalan utamanya direncanakan dengan baik
dan di kiri kanannya dibangun rumah-
rumah yang baik dan teratur, namun
dibagian tengahnya, di belakang rumah-
rumah yang dibangun di pinggir jalan yang

direncanakan, tumbuh rumah-rumah tipe

kedua yaitu rumah-rumah vang tidak teratur,
Kelompok ketiga inl dapat kita sebut
permukiman setengah teratur.

Perumahan tidak teratur dapat dibagi
menjadi dua tpe utama, yaitu tipe
perumahan tidak liar dan tipe perumahan
liar, Perbedaan utamanya adalah pada status
pembangunan rumahnya. Rumah-rumah
tidak liar dibangun di atas tanah yang telah
dimiliki, dizsewa atau dipinjem dari
pemiliknya. demikian,

tidak

Dengan

pembangunan perumahan liar
dilakukan dengan setahu dan seizin pemilik
tanahnya. Sedangkan rumah-rumah di
perumahan liar dibangun secara ilegal, tanpa
setahu dan seizin pemilik tanahnya

tua sudah
berkembang sejak jaman penjajahan Belanda

Rahmahk, 2004). Umumnva kampung-
¥ PURE

Kampung-kampung

kampung tua ini terdapat di dekat pusat-

pusat kegiatan dalam kota dengan
kepadatan yang tinggi. Ada kampung yang
berasal dari permukiman pedesaan yang
semula berada di pinggiran kota yang secara
oleh

perkembangan pusat kota dan perluasan

berangsur-angsur  terpengaruh
kota, sehingga pada akhirnya berubah
menjadi kampung kota. Ada pula kampung
vang terjadi karena tanah pertanian di
pinggiran kota secara berangsur-angsur
berubah menjadi perumahan perkotaan.
Selanjutnya pertambahan penduduk kota,
baik akibat pertambahan secara alamiah
maupun karena adanya pendatang baru dari

pedesaan, berangsur-angsur memenuhi
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kampung-kampung. Sejalan dengan waktu
kampung-kampung tersebut berubah
menjadi kampung kota yang didominasi oleh
penduduk berpenghasilan rendah dan

menengah,

Perumahan liar tumbuhnya agak jauh

dari jalan utama, di pinggir-pinggir sungai
dan atau bantaran sungai, di sepanjang jalan

kereta api, di sekitar pasar dan stasiun kereta
api, dan di daersh rendah yang sering
kebanjiran, Daerah-daerah tersebut pada
umumnya adalah berupa tanah yang belum
dipergunakan, ditinggalkan atau yang tidak
diawasi oleh pemegang haknya. Dalam
perumahan [iar yang masih asli pada
umumnya tidak terdapat jalan yang
diperkeras, tidak ada pelayanan air bersih,
drainase dan pembuangan air kotor,

Rumah merupakan tempat untuk
bertempat tinggal dan menyelenggarakan
kehidupannya maka rumah yang baik harus
memenuhi persyaratan rumah yang sehat.
Menurut The Committes on the Hygiene of
Housing of the American Public Health
Association persyaratan pokok rumah yang
sehat adalah :

1. harus memenuhi kebutuhan fisiclogis,
yaitu meliputi suhu optimal di dalam
rumah, pencahayaan, perlindungan
terhadap kebisingan, ventilasi yang baik
serta harus tersecianya ruangan untuk
latihan dan bermain anak-anak

- harus memenuhi kebutuhan psikologis,
yang meliputi jaminan “privacy” yang
cukup, kesempatan dan kebebasan untuk

kehidupan keluarga secara normal,
hubungan yang serasi antara orang tua
dan anak, terpenuhinya persyaratan
sopan santun pergaulan
- dapal  memberikan perlindungan
terhadap penularan penyakit dan
pencemaran, yaitu meliputi tersedianya
penyediaan air bersih yang memenuhi
adanya

pembuangan air kotoran, tersedianya

persyaratan, fasilitas
fasilitas untuk menyimpan makanan,
terhindar dari serangga atau hama-hama
lain yang mungkin dapat berperan dalam
penyebaran penyakit

dapat memberikan perlindungan;/
pencegahan terhadap bahaya kecelakaan
dalam rumah, yang meliputi konstruksi
yang kuat, dapat menghindari bahaya
kebakaran, pencegahan kemungkinan
kecelakaan
mekanis lain,

Kondisi rumah yang sehat adalah

jatuh atau kecelakaan

rumah yang dapat memberikan kenyamanan
bagi penghuninya. Agar rumah yang dihuni
merupakan rumah yang sehat maka
hendaknya memenuhi persyaratan rumah
sehat seperti terpenuhinya kebutuhan
fisiologis, terpenuhinya kebutuhan psikologls,
dan memberikan kenyamanan bagi
penghuninya, selain itu rumah vang sehat
didukung pula oleh kondisi fisik rumah yang
baik, seperti yang dikemukakan oleh The
Committee on the Hygieme of Housing of the
American Public Health Assoctation (dalam
Hardoyo, 1989).
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Tempat tinggal merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia. Dalam berbagal
program pembangunan, pemerintah
menetapkan kebijakan umum pembangunan
perumahan dan pemukiman yang relevan
guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Tujuan dan sasaran pembangunan
perumahan dan permukiman ditata dalam
suatu perencanaan yang sesuai dengan
kondisi tata ruang dan tata guna lahan,
disertai dengan prasarana dan sarana
lingkungan yang berfungsi bagi kehidupan
sosial masyarakat (UU-RI No. 4 Th. 1992
Tentang Perumahan dan Permukiman).
Pada kenyataan dapat dilihat bahwa area
pemukiman semakin meluas dengan Hdak
memperhatikan aspek-aspek tersebut.
Bahkan terjadi pemadatan permukiman di
wilayah tertentu dengan tidak mengin-
dahkan kondisi lingkungan.

Beberapa faktor yang diperkirakan
mempengaruhi  terjadinya perbedaan

fenomena k&pudatan pemukiman adalah

rl"rhrmhmlhnn premdud uk

R

Kabatuhan permukiman
PSS

X

D muililmst permekiman

£

enuarnansn
kualiangtcondiab Fiaik
permuldman

¥

jarak unit permukiman terhadap prasarana
kota dan ketersediaan utilitas umom pada
tiap-tiap unit permukiman. Jarak suatu
daerah permukiman dengan prasarana kota
merupakan daya tarik yang kuat bagi
penduduk untuk menempati daerah
permukiman tersebut. Sebagai akibatnya
banyak penduduk yang membangun rumah
mukim di tempat tersebut maka kepadatan
bangunannya tinggi, keteraturan atau tata
letak rumah mukimnya relatif kurang bail.
Kepadatan permukiman akan berdampak
pada kualitas permukiman, dimana semakin
padat suatu permukiman maka akan
semakin rendah kualitas lingkungan
permukimannya, yang berakibat pada
kerentanan, kerawanan suatu permukiman
terhadap terjadinya kebakaran pada
permukiman. Secara diagramatis kerangka
pikir zonasi kerawanan bahaya kebakaran
di permukiman perkotaan adalah sebagai
berikut:

5 8

Pemanfastan teknologs
Eitfor masi disetisp Bidahg

i

Fovkombangan rehnslag

apaslal uniuk pengelain
dan peErencanaan Gala

manng dan permukiman

Fenlnglatan potensd

kerawanan kehakaran
pada peronukiman

Aundbsipes] kefadian
muEibak kelsakandn
pacia permukiman

FemEiaan Kawasdan

permukimman rawan
kohzlcaran

Cambar 1. Diagram Kerangka Pikir Zosasd Kerswanan Kebakaran Permukiman
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2, Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
(lihat Peta pada Lampiran 1). Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survel. Data untuk penelitian ini
diperoleh melalui interpretasi citra satelit,
pengukuran dan atau pengamatan langsung
di lapangan, dan dari data sekunder. Unit
analisis yang digunakan adalah blok
permukiman, Setiap unit diberikan harkat
(skor) berdasarkan variabel yang telah
ditentukan. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu varizbel yang berkaitan
dengan kondisi permukiman dan variabel
vang berkaitan dengan fasilitas pemadaman
kebakaran.

Analisis data untuk memperoleh agihan
tingkat kerawanan kebakaran permukiman
dilakukan dengan pendekatan pengharkatan
berjenjang tertimbang terhadap setiap
variabel yang berpengaruh. Variabel-variabel
yang berpengaruh diberi nilai berkisar antara
1 hingga 3. Pembobotan ini ditentukan
berdasarkan pertimbangan besar kecilnya
pengaruh wvariabel tersebut terhadap
kebakaran permukiman, Hasil akhir dari
penelitian adalah berbentuk peta yang
berisikan informasi tentang zonasi tingkal
kerawenan kebakaran permukiman. Untuk
mengetahul alur penelitian ini dapat dilihat
pada Gambar 2.

Citra satelit yang digunakan sebagai
sumber data untuk mengidentifikasi
karakteristik permukiman adalah Citra
Satelit Quickbird cakupan wilayah
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
skala 1 : 3.000 (lihat Gambar 3). Untuk
mendukung kegiatan penyusunan peta
dalam penelitian ini, digunakan Peta Street
Atlas JABODETABEK tahun 2005/2006
cakupan wilayah Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan skala 1 : 12.500. Data
primer diperoleh dengan melakukan
pengamatan dan pengukuran lapangan
menggunakan check list mengenai kualitas
permukiman dan fasilitas pemadam
kebakaran, Data sekunder yang digunakan
adalah data lokasi pos pemadam, hydrant,
dan ketersedinan APAR (Alat Pemadam Api

Ringan).
Variabel yang diidentifikast dari citra

satelit untuk menilai tingkat kerawanan
kebakaran untuk tiap-tiap satuan unit

permukiman adalah:

1) Jarak antaratap,
Jarak antar atap diperhitungkan sebagai
penilaian dari kepadatan bangunan.
Klasifikasi penilaiannya didasarkan pada
kerapatan antar atap rata-rata tiap blok
permukiman. Variabel ini berkaitan dengan
tingkat kerawanan timbulnya kebakaran,
kemampuan menjalarnya api, serta tingkat
kesulitan pengendalian bahaya

penanggulangan kebakaran,

dan
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Gambar 2. Alur Penelitian Penilaian Kerawanan
Bahays Kebakaran Permukiman
2) Ukuran bangunan
Ukuran bangunan adalah ukuran

relatif luas bangunan rumah dan dapat
mencirikan fingkat kesejahteraan. Hal ini
diasumsikan dengan masalah tingkat
kepedulian penghuni suatu permukiman
terhadap fasilitas di permukiman vang dalam
hal ini terkait dengan musibah kebakaran.
Cara memperolehnya dengan mengukur luas
rumah Hap unit permukiman dari sampel
vang dipilih.
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Gambar 3, Cltra Quickbird Daezah Penelitian

3) Lokasi permukiman
Lolkasi permukiman merupakan faktor
penentu dalam penanggulangan bencana
kebakaran. Jarak dari jalan utama sangat
berhubungan dengan aksesibilitas, dimana
semakin dekat maka akan semakin baik

(mudah dalam penganggulangan kebakaran)
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4) Lebar jalan masuk permukiman,
Lebar jalan masuk yaitu lebar jalan yang
menghubungkan jalan Hngkungan
permukiman dengan jalan utama, Variabel
ini digunakan untuk menunjukkan mudah
tidaknya mobil pemadam menjangkau
lingkungan permukiman Jika terjadi

kebakaran,

5) Tata letak/keseragaman bangunan,

Tata letak disini hampir serupa dengan
keseragaman, dimana dalam hal ini tidak
selalu bentuk bangunan tetapi juga pola,
ukuran dan orientasi dari permukiman itu
sendiri. Variabel ini berhubungan dengan
tingkat kemudahan dalam penanggulangan
kebakaran dan menilai baik tidaknya

perencanaan permukiman.

Pengamatan dan pengukuran lapangan
dilakukan pada lokasi sampel terpilih. Untuk
menentukan jumlah dan distribusi atau
lokasi sampel digunakan metode proporsional
cluster random sampling. Pada metode ini
jumlah sampel ditentukan berdasarkan
proporsi luas dari tap-tiap kelas kepadatan
permukiman (jarak antaratap) pada lokasi
penelitian, sedangkan penentuan lokasi
dilskukan secara random mendasarkan pada
tabel bilangan random. Setiap satuan
pemetaan diberi nomor urut, dan nomor urut
inilah yg digunakan untuk menentukan
sampel. Variabel yang diamati dan atau
diukur dalam kegiatan lapangan ini antara

lain:
1) Ketersediaan Alat Pemadam Api
Ringan {AFAR)

Alat ini berfungsi untuk mengatasi

bahaya kebakaran awal, yakni ketika nyala
api masih kecil sehingga dapat di cegah untuk
tidak segera menyebar dan membesar.
Ketersediaan alat ini nantinya akan lebih
memudahkan pemadaman sebelum api
membesar.

2) Lokasi terhadap kantor pemadam
kebakaran
Ketika kebakaran tidak bisa diatasi
dengan menggunakan APAR maka sesegera
mungkin untuk mengatasinya dengan
memanggil petugas pemadam kebakaran
seternpat. Hal yang paling menentukan untuk
antisipasi yang baik dalam pemadaman
kebakaran adalah jarak pos pemadam
kebakaran dengan lokasi musibah kebakaran.
Asumsi yang digunakan adalah semakin
dekat jarak dari pos pemadam kebakaran
maka akan lebih baik bagi suatu permukiman
dari tingkat kerawanan terhadap kebakaran
dan tingkat kemudahan dalam pemadaman
lebih baik.

3) Lokasi sumber air untuk pemadam
kebakaran
Keberadaan sumber air sangat

diperlukan dalam proses pemadaman

kebakaran. Ketika hydrant tidak lavak
digunakan dan tidak dapat dijangkau
dengan waktu yang singkat maka
diperlukan alternatif lain untuk suplai
petugas pemadam kebakaran dalam
memadamkan kebakaran., Oleh karena itu,
selain berlomba dengan waktu, jarak sumber

air seperti sungai, danau, atau kolam juga

475




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No.1, Mei 2009

ISSN 1978-3450

menjadi pertimbangan dalam menentukan
tingkat kerawanan kebakaran permukiman
dan tingkat kemudahan penanganan
kebakaran

4) Bahan bangunan

Dalam keputusan Menteri Pekerjaan
02/KPTS/1985
Ketentuan Pencegahan dan Penangpulangan

Umum Mo tentang

Kebakaran pada Bangunan Gedung,
disebutkan disana bahwa mutu dari bahan
bangunan yang digunakan akan berpengaruh
pada kerawanan terhadap kebakaran.
Adapun bahan bangunan yang tahan api
yang termaktub dalam keputusan tersebut,
5) Kondisi jaringan listrik

Penilaian parameter inl didasarkan
pada penggunaan prasarana listrik dengan
memperhatikan  kelengkapan  dan
pemasangan Instalasi listrik yang mengacu
pada Peraturan Umum Instalasi Listrik dari
PLN pada suatu blok permukiman, Hal ini
dinilai sangat mempengaruhi kerentanan
terhadap terjadinya arus hubungan pendek
yang sering menjadi pemicu terjadinya
kebakaran di daerah penelitian.

6) Aktivitas internal

FParameter ini dinilai berdasarkan jenis

rumah atau

pemanfaatan bangunan

sehubungan dengan potensi jenis aktifitas

tersebut terhadap terjadinva kebakaran.
Aktifitas yang dipandang berpotensi
terhadap kebakaran misalnya bengkel,
penjualan bahan bakar, penvimpanan bahan

kima, dan lain-lain

7) Penangkal petir

Sarana irm berfungsi untuk m-elint;lunsj,
bangunan dari sambaran petir, Mengingat
akibat dari sambaran petir pada bangunan
mempunyai potensi yang besar terhadap
terjadinya bahaya kebakaran, maka penilaian
terhadap wvariabel ini
dilakukan.

Drata sekunder yang dibutuhlkan dalam

penting unfuk

penelitian ini berupa data lokasi hydrant pada
daerah penelitian. Informasi ini diperoleh
dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota
Jakarta Selatan. Data ini diperlukan untuk
menilai kelayakan dari fungsi hydrant
sebagai sumber suplai air untuk pemadaman
kebakaran yang kemudian ditentukan
jaraknya dari permukiman,

Berdasarkan seluruh variable tersebut di
atas, dilakukan analisis pengharkatan
(storing) untuk menyusun zonasi tingkat
kemudahan

Metode

pengharkatannya menggunakan rerata

kerawanan dan tingkat

pemadaman kebakaran.
tertimbang berdasarkan besar kecilnya
pengaruh variabel tersebut terhadap
kerawanan kebakaran permukiman dan
penanganan kebakaran. Harkat (score) total
dari tiap-tiap blok / satuan pemetaan
diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu:
Kelas 1 : Tidak Rawan

Kelas 2 : Cukup Rawan

Kelaz 3 : Bawan

Kelas 4 : Sangat Rawan

Kelas 5 : Sangat Rawan Sekali

kemudahan

Penentuan tingkat

penanganan kebakaran ditentukan berdasar
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pada variabel-variabel yang berkaitan pada
fasilitas pemadam kebakaran dan tingkat
aksesibilitas kendaraan pemadam kebakaran
terhadap lokasi darl permukiman. Variabel
yang digunakan untuk penentuan tingkat
kemudahan penanganan kebakaran adalah
lebar jalan, lokasi permukiman, lokasi pos
pemadam kebakaran, ketersediaan APAR,
lokasi hydrant, dan lokasi sumber air lain.
Harkat total dari perhitungan tersebut
diklasifikasikan menurut ngkat kemudahan
penanganan kebakaran permukiman dengan
pembagian kelas sebagai berikut :

Kelas 1 : mudah

Kelas 2 : cukup mudah

Kelas 3 : sulit

3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu permasalahan di perkotaan
adalah terjadinya kebakaran baik di
permukiman maupun di area non
permukiman (Anonim, 2006). Di DKI Jakarta
menurut infomasi Kepala Bagian Sarana dan
Prasarana Suku [hnas Pemadam Kebakaran
Jakarta Selatan memiliki alokasi anggaran
hingga milyaran rupiah pertahun untuk
penyediaan perlengkapan dan armada
pemadam kebakaran, Hal ini menunjukkan
bahwa masalah kebakaran di kota Jakarta
sudah
membutuhkan banyak perhatian

sedemikian seriuns sehingga

Semestinya terjadinya musibah

kebakaran tidak hanya menjadi tanggung

jawab satu pihak saja, dalam hal ini adalah
Dinas Pemadam Kebakaran. Namun
selayaknya ada perhatian dan kerjasama dari
instansi lainnya vang juga turut andil dalam
kerawanan terhadap
kebakaran seperti PLN, PAM Jaya, Dinas
Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas
Tata Kota, dan pihak-pihak swasta serta

suatu wilayah

peran masyarakat luas. Hal ini perlu
dilakukan mengingat seluruh aspek yang
mendukung dalam terjadinya kebakaran
tidak dapat ditangani selruhnya cleh Dinas
Pemadam Kebakaran.

FPembelajaran masyarakat tentang
kerawanan kebakaran pada permukiman
dilakukan

pemerintah daerah. Namun seiring dengan

memang belum gencar

majunya teknologi informasi dapat

dimanfaatkan wuntuk mengeliminasi
hambatan-hambatan masyarakat perkotaan

untuk peduli juga memahami seluk beluk

miusibah kebakaran

dan tindakan

preventifnya. Setidaknya masyarakat dapat

peduli terhadap lingkungan rumahnya
masing-masing dari musibah kebakaran.
Dengan  mencermati  kualitas
permukiman dan fasilitaz pemadam
kebakaran yang ada di suatu wilayah dapat
diketahui tingkat risike dan kerawanan
suatu blok permukiman dari kebakaran.
Dengan demikian dapat diketahui lnasan
dan agihannya untuk kemudian dilakukan

perencanaan pengadaan fasilitas pemadam




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No.1, Mei 2009

ISSN 1978-3450

yang dalam hal ini adalah fasilitas pos
pemadam kebakaran.

Kebakaran adalah timbulnya bahaya
api yang tidak diinginkan yang dapat
mendatangkan kerugian berupa material
maupun jiwa. Kondisi permukiman yang
menjadikannya suatu blok permukiman
memiliki kerawanan terhadap terjadinya
kebakaran adalah ketika potensi terciptanya
api yang menjadi sumber kebakaran terdapat
diwilayah tersebut. Selain itu, dengan kondisi
dari bahan bangunan yang mudah terbakar

menjadikan suatu permukiman (rumah)

dengan mudah terbakar jika terjadi jalar api
yang
kebakaran diwilayah penelitian sering kali

tidak diinginkan. Munculnya
dipicu oleh korsleting dan kelalaian manusia
seperti keteledoran dalam menggunakan dan
meletakkan lampu minyak ketika listrik
padam,

Kualitas permukiman rawan kebakaran
dapat ditandai dengan kualitas fisik dan
kualitas fasilitas pemadam kebakaran, Dilihat
dari segi fisiknya suatu permukiman
dikatakan rawan terhadap kebakaran yakni
kerapatan atap atau kepadatan bangunan
yang tinggd, kualitas material

bangunan yang buruk, kondisi jaringan
listrik yang tidak sesuai procedural
keamanan instalagi, aktivitas internal yang
banyak memiliki risike terjadi kebakaran,
lokasi permukiman yang jauh dari jalan
utama / arteri, lebar jalan menuju
permukiman yang sempit, dan tata letak

bangunan yang tidak teratur. Dinilai dari

kondisi fasilitas pemadam yang mencirikan
kerawanan kebakaran pada permukiman
yakni jauhnya permukiman dari pos
pemadam kebakaran, sempitnya akses jalan
menuju permukiman, tidak tersedianya
APAR (Alat Pemadam Api Ringan/Portable)
di dalam lingkungan permukiman, serta
jauhnya lokasi sumber air untuk pemadaman
api baik berupa hydrant maopun sumber
lainnya seperti sungai, kolam, atau tandon
ajr.

Kondisi permukiman di wilayah
penelitian masih belum aman dari
kerawanan terhadap kebakaran. Terdapat
setidaknya 24 RW atau 854 RT yang rawan
terhadap musibah kebakaran. Dari data
kejadian kebakaran yang diterbitkan oleh
Suku Dinas Pemadam Kebakaran dapat
dipastikan terdapat kejadian kebakaran
permukiman setiap bulannya dengan
kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Kondisi fasilitas pemadam kebakaran di
wilayah penelitian vang selama ini ada masih
belum mencukupi untuk menunjang
kebutuhan petugas dalam menangani
kebakaran, Dinilai dari segi jumlah armada
pemadam kebakaran sudah memenuhi
kebutuhan, namun dari segi personil masih
Dalam hal
pencegahan kebakaran tingkat kesadaran

jauh dari jumlah ideal.

masyarakat masih jauh dari harapan.

Dari hasil analisis pengharkatan
berdasarkan faktor fisik permukiman dan
ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran

diperoleh lima kelas kerawanan permukiman
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terhadap bahaya kebakaran. Secara umum
di daerah penelitian didominasi tingkat
kerawanan I1I atau rawan sebanyak 51 % dari
total blok permukiman atau 456,65 ha. Hal
ini menandakan bahwa kondisi penataan
permukiman dan kondisi fasilitas pemadam

kebakaran masih kurang memadai
mengingat jumlah kerugian dan kerban jiwa
akibat musibah kebakaran setiap tahunnya
selalu ada (data lebih lanjut lihat pada Tabel
1). Gambar 4 menyajikan zonasi tingkat
kerawanan kebakaran di daerah penelitian.
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Gambar 4. Agihan Tingkat Kerawanan Kebakaran Permukiman di Kebayoran Lama

Tabel 1. Jumlah Blok dan Luasan Permaukiman menurut Tingkat Kerawanan Kebakaran

Jumish Luas Area (Ha)

Kaslural Tingkat Kerawanan
2

3 4 ]

(Bdok) 1 2 3 4

225 | 228 38

540 | 3237 | 18978 | 11376 | 4

Pondok Pinang

Keb. Lama Selatan 46 | 102 34

218 Wl 25351 8157

Keb, Lama Utara 8| 121 34

230 | 3442 432 | 59,58

Grogol Utara 56 | 132 7

286 | 7172 3135 8407

Grogo! Selatan 11 [ 170

266 | 4536 8,18 | 9557

Cipuir a4 123

157 | 488| 207 721

8laRzigwin ~
BRGS0 O O D

Jumiah 351 | BTGB

1705 | 206,24 | 263,05 | 456,65

Sumber: Analises data Pricoer, 2008
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Kelurahan Cipulir merupakan wilayah
yang paling dominan memiliki tingkat
kerawanan I ({rawan) sebanyak 78 % dari
total blok permukiman yang ada atau sekitar
721 ha. Wiiaj.".i::h yvang memiliki tingkat
kerawanan IV dan V adalah kelurahan
Pondok Pinang dan Kebayoran Lama
Selatan dengan luas masing-masing 4,2 ha
dan 19,95 ha. Untuk wilayah yang memiliki
tingkat kerawanan I (tidak rawan) dan II
{cukup rawan) secara persentase banyak
terdapat di wilayah Kebayoran Lama Utara
{29% dari total permukiman di wilayah ini}
dan Pondok Pinang (42 % dari total
permukiman vang ada di wilayah ind).

Bila dikaitkan dengan catatan kejadian
kebakaran dari tahun 2003-2007 maka dapat
diketahui kesesuaian antara hasil dari
penelitian dengan kebakaran yang pernah
terjadi. Dari sejumlah kejadian terdapat 5
kejadian kebakaran di wilayah tidak rawan,
6 kejadian di wilayah cukup rawan, 26
kejadian di wilayah rawan, 1 kejadian di
wilayah sangat rawan, dan 5 kejadian di

wilayah sangat rawan sekali. Dengan

demikian zonasi yang dilakukan pada

penelitian ini cukup relevan dengan keadaan
di lapangan.

Dhari hasil pengharkatan dan klasifikasi
unit permukiman menurut kemudahan
penanganan bahaya kebakaran, diperoleh
agihan permukiman yang memiliki
persentase terbanyak fingkat kemudahan
penanganan kebakaran tingkat 1 {mudah)
paling banyak adalah pada wilayah
Kebayoran Lama Selatan sebanyak 17 % dari
total blok permukiman disana (36 blok atau
15,29 ha). Untuk tingkat kemudahan
penanganan kebakaran II (cukup sulit),
persentase blok permukiman terbanyak
adalah pada wilayah Grogol Selatan
sebanyak 88 % dari total blok permukiman
{233 blok atau 132, 11 ha) dan untuk
persentase tingkat kemudahan penanganan
kebakaran Il (sulit) adalah pada wilayah
kelurahan Cipulir sebanyak 26 % dari tokal
blok permukiman di wilayah tersebut seluas
22,56 ha atau 41 blok (data lebih lanjut lihat
pada Tabel 2). Gambar 5 menyajikan zonasi
tingkat kemudahan penanganan kebakaran

di daerah penelitian.
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Gambar 5. Apgihan Tingkat Kemudahan Penanganan Eebakaran Permukiman
Tabel 2 Jumlah Blok dam Luss Permukiman menurut Kemudahan Penanganan Kebakaran

Tingkat Kemudahan Jumish Luas Area (Ha)
i i | 2 | 3 | (bok 1 2 3
Pondok Pinang 85 398 57 540 7824 | 26858 | 21,16
Keb. Lama Seiatan 36 144 38 218 15,29 79,88 21,39
Keb. Lama Utara 18 182 30 230 8,33 9148 14.26
Grogol Utara 47 194 54 295 36,98 123,01 29,65
Grogol Selatan 12 | 233 | 20 265 8,68 13211 | 1820
Cipulir 5 111 41 157 3,03 64,98 25,56
Jurmiah 203 1262 | 240 1705 190,95 760,04 130,22
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4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut ;

1. Kualitas A=k permukiman merupakan

komponen penting dari potensi
terjadinya kebakaran permukiman,
terutama tingkat kepadatan antar
bangunan.

- Secara umum tingkat kerawanan
bahaya kebakaran permukiman di
Kecamatan Kebayoran Lama adalah

(kelas 3).

rawan dan

tinghkat
penanganannya pada kelas cukup

mudah (kelas )

Daftar Pustaka
Anonim, 2006, Fotenmsi Wilayah Kecamatan

Kebayeran Lama Tahun 2006. Jakarta;
Pemerintah Daerah Kecamatan

Kebayoran Lama.

Dennis, Richard, 2008, Cities in Modernity:

Representalions and Productions of
1840-15930,
Cambridge: Cambridge University

Metropolitan Space

Press

Drakakis, David and Smith. 1980,
Urbanisatian, Howsing, and the

Development Process, Mew York : 5t
Marthin's Press

Fodor, Eben, 1999, Better not Bigger: How to
Take Centrol of Urban Growith and
Improve Your Community. Gabriola

Island, B.C.; Stony Creek, CT: New
Gottdiener, Mark and Leslie Budd, 2005, Key

Concepts in Urban Studies, London:
SAGE

Hardoyo, 5u Eito. 1989, Beberapa Daszar
Elasifikasi dan Pola Permukiman.
Yogyakarta : Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada

Rahmah, Andi, 2004. Lee-Loe Gue Gue ;
Hancurnya Kerekatan Sosial, Rusakmya
Lingkungan Kota [akarta. Jakarta :
Felangi

Suharyadi. 2000. Pemodelan Zonasi
Kerentanan Kebakaran dengan
Memanfaatkan Orthofoto Dijital
(Kasus di sebagian Kecamatan
Gondomanan). Yogyakarta

Fakultas Geografi UGM

Yudohusodo, Siswono, 1991, Rumah urniuk
Seluruh Rokya!, Jakarta: Yayasan
Padamu Negeri

Zaini, M. 1998, Panduan F‘encegnhaﬂ dan
Femmadmmnan Kebaknran. Jakarta : Abdi
Tandur

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 1992 Tentang Perumahan
dan Permukiman.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

02/KPTS/1985 Tentang Ketenhian
Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran pada Bangunan Gedung.




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol. 2 Ne.1, Mel 2009 ISSN 1978-3450
Lampiran, Peta Administrasi Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Sefatan

Peta Administrasi Wilayah
Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan

04 DB 12 18 2 Km

Skala 1 :40.000

Bl K tha Aol
il izt

Ealas Ko
By Prirwmsi

Sy [ | P
Jolam e
I REer

A= A= i &l

Hirg s/ Salncer
Eimaprl Lbmes
S Sedeian
=L

EH R | s L) e

Faswranan Lone Bulaiin




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No.1, Mel 2009 ISSN 1978-3450
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA

DIINDONESIA

Sudibyakio

sudibyakio@email com, tsudib@ugn.acid
Peneliti Sendor pada Pusat Studi Bencana (PSBA)
Dosen Fakultas Geografi
UNIVERSITAS CADJAH MADA

Abstract

Indonesia i facing fhe threal of hezards by various fypes of disasters which is caused by natwral processes
and human ackivities. On fhe other hand, the oulnerability Jus increased either on physicel, social-eeonomic and
cultural tines increasing the risk of disasters. After the endorsement of Law 24 Year 2008 on Disaster Relief and
Gotwermment Regulation No. 21, 22, and 23 in 2008, the Nativnal Government, the Local Governmient and the
commmuniy are requested to meke efforts fo disaster reduction through mitigation and ecological adapiation activities,
espectally in the disaster-prowe area. Disaster management has undergone a fundamental chmge from managing the
disaster to manage disaster risks, In the confext of spatial plarning, sccording fo Law 26 Year 2008 on spatial
planring, the integration and revision of the spatial planning required loyout of Hhe island’s ecosystem-based and
ctisaster mitigation for disaster-prone arens, in order to achiee the community coping capacity to disaster lsading to
safe, comfortable, productive, and susteingble living,

Keyewords: Disaster management, risk analysis, spatind planning, commemity resilience,

1. Pendahuluan tinggl dan mengalami dua musim yang

1.1. Potensi Bencana berbeda serta topografi yang kasar berpotensi

Wilayah Indonesia secara geologis, terjadiny . tenaly engsar filin), bnope

geomarfologis, meteorologis, klimatologis dan {floed), dan kekeringan (drought} serta
kebakaran hutan (forest fire). Potensi

terjadinya bahava lingkungan (envirommental

hazards) ini selalu mengancam wilayah-

sosial ekonomi merupakan daerah yang
sangat rawan terhadap bencana. Wilayah

Indonesia yang terletak pada tumbukan tiga
lempeng tektonik yang aklif (zone subduksi) wilayah yang berpotensi tesjadinya bencana,
karena umumnya deerah rawan bencana
berpenduduk padat. Misalnya daerah pesisir

yaitu Lempeng Benua Eurasla, Lempeng
Samudra India-Australia, dan Lempeng

Samudra Pasifik, sehingga rawan terhadap yang umumnya, berpenduduk padat dan

gempabumi dan tsunami, disamping itu, miskin saat ini mengalami ancaman dampak

Indonesia juga terletak juga pada jalur perubahan ikiim-global yang ditandal

dengan naikknya permukaan air laut (rising
sea lepel). Tidak jarang suatu daerah dapat

gunungapi aktif (ring of fire} menyebabkan
rawan terhadap letusan gunungapi (polcanic

eruption). Wilayah Indonesia yang terletak di mengalami berbagal bencana. Baik alam

daerah tropika basah dengan curah hujan maupun pencana akibat ulah manusia
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(antropugenic disaster), sehingga seringkali
disebut sebagal daerah rawan multibencana
(rultihazards/multiple disasters).

Penentuan daerah rawan bencana
merupakan faktor pertama dan utama dalam
penanggulangan bencana, Sutikno (2007)
mengajukan tujuh pertanyaan kunei untuk
menangani bencana sebagai berikut.

1) Di manakah suatu jenis bencana
mungkin terjadi?

2) Kapan suatu jenis bencana akan
berlangsung?

3) Bagaimanakah kejadian bencana akan
berlangsung?

4} Apakah peringatan dini
dilakukan?

3) Bagaimanakah memitigasi suatu jenis

dapat

bencana?
6) Tindakan apakah yang harus dilakukan
apabila suatu jenis bencana lerjadi?
7) Tindakan apakah yang harus dilakukan
pascabencana?

Ketujuh pertanyaan tersebut bila dapat
dijawab dengan baik dan benar dapat
dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk
penanggulangan bencana secara optimal.
12. Dampak Bencana

Indonesia jika dibandingkan dengan
negara-negara berkembang lainnya di Asia
dan Afrika termasuk salah satu negara yang
mengalami dampak (kerugian} yang sangat
besar pascabencana alam. Kasus tsunami di
Aceh dan Pulau Nias kerugian ditaksir
hingga 45 trilyun, Gempabumi DIY dan Jawa
Tengah mencapai 29 trilyun, kerugian akibat
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luapan lumpur panas (hot mud flow)
mencapai ratusan milyar, dan berbagai jenis
bencana lainnya hingga tahun 2008/ 2009
dapat mencapai sekitar 80 trilyunan.
Gambar di bawah

ini menunjukkan

peningkatan intensitas bencana dan
kerugiannya sejak tahun 1960 hingga 2000.
Kerugian tersebut belum dihitung jumiah
manusia yang meninggal, cacat seumur
hidup, jumlah anak yatim piatu, dan dampak
psikologisnya.

Bl e L
L e

Gambar 1. Keruglan akibat bencana di beberapa
negara
scjak tahun 1960 hingga 2000

1.3. Visi dan Misi
Atas dasar uraian latar belakang
tersebut di atas maka dapat dirumuskan Visi
dan Mizsi dari makalah ini sebagai berikut.

Visi :

Terwujudnya masyarakat yang tahan
terhadap bencana (community resilience)
sehingga dapat hidup aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan.

Melisi :
1. Meletakkan program reduksi bencana

sebagai prioritas nasional dan daerah
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secara sinergis dan berkelanjutan
dengan dasar kelembagaan yang kuat
(optimalisasi kinerja BNIB dan BPBD
terutama di daerah yang sangat rawan
terhadap bencana);

. Mengidentifikasi, mengkaji, dan
memantan risike bencana serta
menerapkan sistem peringatan dini
bencana {early warning system);

. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknelogi dan atau budaya lekal/f
kearifan lokal untuk membangun
budaya sadar bencana (communify
awareness), artinya masyarakat dapat
hidup berdampingan dengan bencana
SECATA AMAN;

. Mengurangi potensi risiko bencana
dengan melakukan mitigasi bencana
secara “engineering” (struktural) dan
“non-engineering” (nonstrukturall;

. Meningkatkan kesiapsiagaan peme-
rintah, masyarakat dan pemerintah
daerah dalam menghadapi bencana
pada semua tingkatan (commnuiiy
preparedness);

. Meningkatkan dan mengefektifkan
mekanisme pendanaan dalam penang-
E‘ulangan bencama;

. Meningkatkan kerjasama regional,
wilayah dan daerah kabupaten/kota
dalam menanggulangi ancaman ben-
cana; serta

. Meningkatkan “political will” dan
kemampuan Pemerintah, Pemnda dan

SEMmEa “stakeholdars” dalam

penanggulangan bencana, termasuk
menyusun dan merevisi Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTEW
Propinsi/Kabupaten/Kota  yang
berbasis mitigasi bencana.

2. Perkembangan Konsep Manajemen
Bencana

2.1. Konsep Manajemen (Risiko) Bencana

Saat ini telah terjadi perubahan
paradigma dalam penanggulangan bencana
di Indonesia, bahkan di beberapa negara
berkembang dan lingkup dunia,yaitu ;

1. dari responsif menjadi preventif;

2, dari sektoral menjadi multisektor;

3. dari tangpungjawab pemerintah semata
menjadi tanggungjawab bersama;

4. dari sentralisasi menjadi desentralisasi;
dan

5. dari tanggap darurat menjadi pe-

ngurangan risiko bencana

: =\ i
z s 2
£
= ¢ Emirjpiy
- Disaster Ranzanea
E [ e AL
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Gambar 2. Siklus Penanggulangan Bencana berbasia
Fm_gu AT AT Risako Hencana {A.'DF"C, Em:l
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Triutomo {2006) dan Sudibyakto [2007)
menyatakan sejarah perkembangan kegiatan
Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk
Reduction) vang dimulai dar

1. Program IDNDR (International Decade
for Natural Disaster Reduction) tahun

1930-2000 dalam hal ini Indonesia juga

melakukan berbagai kegiatan seperti

seminar, lokakarya, latihan gladi posko
dan gladi lapangan, serta pelatihan-
pelatihan dan pendidikan kebencanaan;

. World Conference on Natural Disaster
Reduction, di Yokohama tahun 7994

. Program UN-ISDR (United Nations
International Strategy for Disaster
Reduction), tahun 2000;

. World Conference for
Reduction (WCDR) di Kobe, tahun 2005
yang melahirkan Hyogo Framework for
Action (2005-2015); dan

. Aslan Conference for
Reduction di Beljing tahun 2005,

Kemudian Pemerintah Indonesia

Drisaster

Disaster

melalui kerjasama antara Bappenas,

HEFA
illpiga P wnirk
Fer Azivw|

Bakornas PBP (sekarang BNPB) dan UNDP
2005/ 2006
menerbitkan Buku Panduan tentang RAN

tahun dan

menyusun
(Rencana Aksi Masional) Reduksi Bencana
(RAN PRB) dan disusul dengan RAD PRB
(Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko
Bencana).

Poslsi RAN PRB tahun 2006-2010
terhadap berbagai regulasi PB di Indonesia
dijadikan sebagai basis penyusunan regulasi
RAN FPRB tahun 2010 - 2014 dengan
mempertimbangkan amanat yang ada di UU
No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah yang
mengikutinya seperti PP No. 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, FP No. 22 Tahun 2008 Tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bericana, dan PP No. 23 Tahun 2008 tentang
Feran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam
Penanggulangan Bencana. Secara skematis
hubungan dan kedudukan RAN PRB dapat

PR NARBEN AL Berawmas

T T e a—
Feninggilargan Hencam

PP SCR IO ; Pendansa s dan
Priggrlainar Banogin Besse niin

PP NOhIIA10E ; peran serms e nidmn J
lsterrmilensl da Levshagn Asing Mon
Prrarrieisy dslan Frasnggulinzan

B

7. Prisams Segmr |

Gamnbar 3, Posisi RAN PRE {2006-2009) terhadap
Regulasi Penanggulangan Bencann {Bappenas, 2008)
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2.2, Analisis Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian
yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu
wilayah dan kurun waktu tertentu yang
dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnva rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat (UU No. 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana). Pengurangan risiko bencana dan
pemaduan pengurangan risiko bencana
dengan program pembangunan adalah
menjadi tanggungjawab Pemerintah,
sehingga masyarakat dapat terlindung darl
dampak bencana, bahkan tanggungjawab
Pemerintah juga dalam menjamin
pemenuhan kebutuhan sesuai dengan
standar pelayanan minimum (Pasal 6 UL
Mo, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana),

Dalam berbagal literatur

juga
disebutkan bahwa risiko bencana merupakan
tungsi dari kondisi bahaya (hazard),
kerawanan, dan kapasitas masyarakat. Jika
analisis risiko dilakukan secara kuantitatif
maka perlu dihitung berapa nilai (harga) dari
elemen risiko (elements at risk). Formulasi

yang umumnya digunakan adalah :

Risk = f {(Hazards *
Vulnerability * Value)} /Capacity

Memperhatikan rumus tersebut di atas,
nampak bahwa wilayah Indonesia

mempunyai nilai bahaya sangat tinggi, di

samping itu juga tingkat kerawanan wilayah
semakin tinggi pula sebagai akibat
meningkatnya jumlah penduduk {penduduk
padat dan miskin), degradasi kualitas
lingkungan, keterbukaan wilayah akibat
kebakaran hutan dan “illegal loging”,
wilayah pesisir yang mengalami introsi air
asin dan penurunan permukaan tanah
(amblesan, subsidence) ; dan sebagainya. Jika
ancaman bencana sifatnya banyak atau
“multiple disaster” dan makin tinggi tingkat
kerawanannya, maka risiko bencana juga
makin tinggi. Bagaimana upaya agar risiko
dapat ditekan, yaitu dengan meningkatkan
kapasitas masyarakat dan sumberdaya

manusia di tingkat pemerintahan.

Berbagai kegiatan dapat dilakukan
dalam kerangka peningkatan kapasitas

antara fain :

a. pengenalan dan pemantauan risiko
bencana;

b. perencanaan partisipatif penang-
gulangan bencana;

c. pengembangan budaya sadar bencana;

d. peningkatan komitmen terhadap
pelaku penanggulangan bencana; dan

€. penerapan upaya fisik, nonfisik dan

pengaturan penanggulangan bencana.

Untuk melakukan upaya pengurangan
risike bencana dilakukan penyusunan

rencana aksi pengurangan risiko bencana.

2.3. Penataan Ruang Berbasis Risiko

Bencana
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Program reduksi risiko bencana
merupakan upaya terintegrasi, terpadu dan
untuk

komprehensif dalam

rangka
mengurangi ancaman dan kerawanan serta
meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam menghadapi bencana. Kerangka kerja

pengurangan risiko bencana memper-

timbanghkan berbagai aspek, yaitu aspek

lingkungan (ekosistem), ekonomi, politik, dan
sosio-kultural, sehingga dapat dicapai

FRAMENINA 1L CRALITEY e R o

L

e -

J

I

Gambar 4, Kerangka Kerja Pengurangan Risika
Bencana
(Triutomo, 2006 dan ISDR, 204)

Memperhatikan gambar di atas,
sebenarnya hingga saat ini konsep dan
penerapan pembangunan berkelanjutan
telah terancam sebagai akibat proses
degradasi lingkungan vyang makin
meningkat, Di kawasan beberapa Daerah
Aliran Sungai (DAS) di Pulau Jawa, Pulay
Sumatera, dan Pulau Kalimantan telah
menunjukkan tingkat kekritisan DAS yang
sangat serius (super critical watershed) yang

ditandai dengan indikator-indikator - {a)
menurunnya daya dukung lingkungan
sehingga ketersediaan air makin terbatas, (b)
terjadinya kekeringan, (c) meningkatnya
erosi dan sedimentasi, (d) meningkatnya
Pencemaran udara, air, tanah dan hujan
asam, (e) meningkatnya jumlah penduduk
miskin, dan (f) frekuensi dan intensitas
bencana alam dan bencana akibat ulah

manusia makin meningkat.

Selanjutnya dapat dilakukan pemetaan
peta risike bencana (disaster risk map), Peta
risiko bencana sangat penting untuk
menentukan daerah prioritas yang harus
dilakukan berbagai langkah mitigast bencana,
Peta risiko bencana umumnya dikaitkan
dengan potensi kerugian (potential damages
and losses). Kegiatan mitigasi bencana
umumnya dapat dikelompokkan menjadi
struktural dan

mitigasi mitigasi

nonstruktural. Mitigasi vang struktural

meliputi  kegiatan-kegiatan seperti
pembuatan dam penahan sedimen, dan
penahan erosi dan longsor lahan, pembuatan
tatigrgul, dan sebagainya; sedangkan M tigasi
nonstruktural dapat berupa berbagai
daerah  terkait

Pengurangan risiko bencana, antara Perda

peraturan dengan
tentang Penataan Ruang berbasis Risiko
Bencana. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan
tahapan dan kegiatan dalam PENYusUNan
tata ruang berbasis risiko bencana. Tahapan
yang perlu dilakukan adalah tahap
persiapan, mereview Rencana Tata Ruang

yang ada, pengumpulan data, analisis,
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menyusun konsep rencana tata ruang,

mengadakan “public hearing” dan tahap
pengesahan. Tahapan ini masih perlu
disempurnakan dan atau disesuaikan
dengan kondisi data dan kondisi wilayah

perencanaan,

Dengan demikian, Peta Tata Ruang
yang dihasilkan dapat digunakan dalam
Penyusunan Rencana Strategis Daerah
Penanggulangan Bencana sebagai acuan
dalam menyusun Rencana Aksi Daerah
Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
RAD PRE yang telah disusun harus

mendapatkan dukungan dana

yang

memadai, sehingga langsung dapat
dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan
dan keamanan masyarakat serta tanggap
dari ancaman bencana yang akan terjadi.
Pengalaman dari Penvusunan Renstra
Draerah PB dan RAD PB Provined DIY (2008)
dinyatakan bahwa Renstrada PB dan RAD
P8 akan menjadi landasan untuk
memasukkan aspek-aspek pengurangan
risiko bencana ke dalam Rencana Kerja
Tahunan Satuan-satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Provinsi DIY.

Tabel 1. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Penataan Ruang (GLC/CTE, 2N

-
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3. Kesimpulan

1. Wilayah Indonesia mempunyai potensi
kerawanan bencana yang sangat tinggi
sebagai akibat perubahan kondisi

lingkungan yang mengalami degradasi

lingkungan,

494}

sehingga

(ftazards) juga meningkat

lingkat

kerawanan terhadap ancaman bencana

- Terjadi perubahan paradigma dalam

mengelola bencana dari manajemen




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No.1, Mei 2009

ISSN 1978-3450

bencana menuju manajemen risiko
bencana yang dapat dilakukan dengan
mengintegrasikan hasil analisis risiko
bencana dan aspek mitigasi bencana
dalam penataan ruang, terutama dj
daeran yang rawan bencana.

. Perlu penguatan masyarakat dalam
menghadapi bencana dan kelembagaan
yvang kuat di tingkat Pemerintah,
Daerah sehinga

dapat hidup aman,

Pemerintah
masyarakat

nyaman, produktif , dan berkelanjutan.
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ZONASITATA RUANG WILAYAH PESISIR PANTAI UTARA JAWA TENGAH
BERBASIS MITIGASI BENCANA

(Studi Kasus Pemodelan Banjir Rob di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi
Jawa Tengah)

Syarifah A.Dalimunthe’, Frieta Damayanti’, Guruh Samodra’

Mahasiswa Maglster Pengelolaan Pesisir dan Daerah Alisan Sungal
Fakultas Geografi, UGM

Abstract

Tegal City is ome of coastal cities in norehern coast of Cemtral Java where the Hial flocd intensively occupy
this area, Gentle slope area makes Hefs city is tulrerable to the tdal inundation, This research addressed to prropose Hie
spatial planning based on disaster mitigation, The method applied in this reseqarch was inundation mideling

iteration process. Inundation mode! i3 sddressed to ddentify the inundated areas in Tegal Barat sub disivict, If is ueed

for the bagic consideration in

spitial planning arvangement. The result shows Hhat 1 meter inundation scenario il

affect 139 ha fish pond, 293 ha irrignted paddy field, and 537 ha settlement ares. Based on the inundation modeting
avid exigting land use, it is recomnnended fo proposs several zomes comprising aqueculivre zone, preserpation and
conservabion tone, agricultural zone, fsh pond zone, seftlement zone, evacuation zome, terbiary activity cenler, and

mndustrial zome.

Keywords: spatial planning, tidal flood, inundation modelling

1. Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan sumber-
daya potensial di Indonesia, baik potensi
hayati maupun nonhayati. Berdasarkan UL
no. 27 tahun 2007, tentang wilayah pesisir
merupakan daerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan laut. Kata pesisir
berasal dari bahasa Inggris coast dan telah

istilah

Indonesiakan menjadi pesisir. Namun,

disepakati bahwa coast di
terdapat kerancuan dalam penggunaan
istilah tersebut jika ditinjau dari sisi
geomorfologi, pesisir (coast) merupakan
bagian dari daerah kepesisiran (coasial areq)
sedangkan daerah kepesisiran mencakup
pesisir, pantai, dan perairan laut dekat pantai
{Sunarto, 2001),

Tabel 1. Perbedann antara Pesisie dan Daerah Kepesisiran seeata Geomokfologis

Mo Pesisir (Coast)

Daerah Kepesisiran {Coastal Area)

Hanya mencakup wilayah darat saja

Mencakup wilayah darat dan laut

2. | Ke arah laut dibatasi oleh garis pesisic

pedalaman

[coastline) dan ke arah darat dibatasi oleh
batas  terluar  bentuklshan kepeeisiran di

Ke arah laut dibatasi pada lokasi awal
pertama kali gelombang pecah tesjadi ketika
sudut terendah dan ke arah darst dibatasi
oleh batar terluar bentuklahan kepesisian &
pedalaman,

3. | Merupakan bagian dani | doerah

kepesisiran

Mencakup pesisiz, pantal, dan perairan laut
dekat pantal (rneir shore)

Sumber ¢ Sunarte, 2001
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Ekogistem wilayah pesisir dapat berupa
terumbu karang, hutan mangrove, gumuk
pasir, pantai, dan ekosistem lainnya yang
mampu mencegah terjadinya kerusakan
akibat aktivitas gelombang dan angin.
Wilayah pesisir juga dapat berkembang
dengan pesat karena adanya pusat-pusat
kegiatan di wilayah tersebut misalnya
perikanan, pusat hiburan, maupun
permukiman mewah dengan berbagai
macam fasilitas, Wilayah pesisir juga
merupakan wilayah vang rawan kerusakan
jika tidak dikelola dengan baik. Kerusakan
wilayah pesisir bisa berupa kerusakan secara
alami maupun kerusakan karena aktivitas
manusia. Berbagai proses fisik yang dapat
menimbulkan bahaya alam di wilayah pesisir
antara lain erosi, abrasi, longsor diff, tsunami,

land subsidence, penutupan muara sungai dan

banjir, serta dampak kenaikan muka air laut
akibat efek pemanasan global (Marfad, 2005).
Berdasarkan skenario global terburuk yang
diprediksikan para ahli di dunia, diperkirakan
akan terjadi kenaikan muka air laut setinggi
1 meter pada tahun 2100 secara umum,
Namun, akan terdapat beberapa perbedaan
secara Iokal, disebabkan adanya dinamika
pasang surut, angin, pola tekanan atmostir,
pergantian sirkulasi lautan, pergerakan
kontinen dan lain sebagainya. Menurut Infey-
Governmental Panel on Climate Change's
(TPCC, 2001 dalam Marfai, 2008),
diperkirakan temperatur global akan naik
sebesar 2,4°C pada tahun 2100. Hal tersebut

akan memberikan dampak pada kenaikan

muka air laut setinggi 20 cm hingga 86 em

dengan prediksi umum (mayoritas) setinggi
49 cm.

Indonesia dengan garis pantai
sepanjang 80.791 km dan berbatasan
langsung dengan laut akan terkena dampak
dan akan sangat merugikan bagi wilayah
pesisir itu sendirl. Kenaikan muka air laut
seperti yang diprediksikan para ahli dapat
menyebabkan dampak lain yaitu banjir rob
(tidal fiood). Penelitian yang dilakukan Marfai
(2002}, menunjukkan bahwa kenaikan muka
air laut setinggi 1 meter, sekitar satu juta
penduduk di wilayah pesisir Pulau Jawa akan
terkena dampaknya dan Indonesia akan
kehilangan 34 juta hektar kawasan
pertanian di wilayah pesisir,

Penelitian mengenai banjir rob akibat
gelombang pasang sering dilakukan pada
baruh (fow-land areq) di sejumlah kota-kota
di Indonesia. Banjir dari laut dapat
menyebabkan peluapan (overfopping) air laut
ke bangunan penahan banjir sepertl tambak.
Lahan di belakang bangunan penahan banjir
dapat tergenang bahkan akan rusak. Kota di
daerah pantai utara Jawa semakin berisiko
terhadap banjir rob. Hal ini didasari oleh
kota-kota di daerah pantai utara Jawa
dengan morfologi sangat datar dan rendah.
Elevasi rata-rata adalah 3 mdpl dengan
kemiringan lereng sekitar 0-5%. Kota Tegal
merupakan salah satu kota di pesisir pantai
utara Jawa yang sering terkena banjir rob.
Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom
di Provinsi Jawa Tengah yang terletak 109°08'
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sampal 109°10° garis Bujur Timur dan 6°50°
sampai 6°53° garis Lintang Selatan. Kota
Tegal dapat dikatakan sangat strategis karena
terletak di pertigaan jalur kota besar yaity
Purwokerto - Tegal - Jakarta dan Semarang
— Tegal - Jakarta.

Gambar 1. Banfir rob yang terjadi pada tanggal 16
April 2007 [Sumber METONEWS. o)

o

Penataan ruang adalah proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang yang dilaksanakan secara sekuensial
(berkesinambungan dari masa ke masa).
Penataan ruang dikelompokkan berdasarkan
sistem, fungsi kawasan, administrasi,
kegiatan kawaszan, dan nilai strategis
kawasan.

Dalam Undang-Undang RI No. 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
disebutkan bahwa ruang adalah wadah
yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,
dan ruang udara sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya, Tata
ruang adalah wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang, baik diremcanakan
maupun tidak. Selanjutnys penatzan rang

adalah preses perencanaan ruang,
pemanfaatan ruang dan, pengendalian

pemanfaatan ruang,

Secara umum, perencanaan ruang
adalah suatu proses penvusunan repcana
tata ruang untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, manusia, dan kualitas
pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang
tersebut dilakukan melalui proses proses dan
prosedur penyusunan serta penetapan
Tencana tata ruang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta
mengikat semua pihak (Darwanto, 2004,
Rencana tata ruang pacda
bentuk yang
dilakukan agar interaksl manusia/makhluk

hidup dengan lingkungannva dapat berjalan

dasarnya

merupakan intervensi

serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya
kesejahterasn manusia/makhiuk hidup serta
kelestarian lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan (susfaimabie develapment).

2. Tujuan Penelitian

Fenelitian ini dilakukan sebagai studi
kasus di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
Beberapa alasan yang melatarbelakangi
pemilihan daerah penelitian adalah sebagai
berikut (BAPPEDA Kota Tegal, 2004):
a. Potensi pengembangan

Beberapa potensi yang dimiliki Kota
Tegal dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan wilayah secara keseluruhan
maupun bagi peningkatan taraf hidup

masyarakat. Potensi tersebut adalah:
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1. secara geografis Kota Tegal terletak
pada jalur lintas utara yang merupakan
pusat wilayah pengembangan (WP} LI
yang berpusat di Kota Tegal;

. laju pertumbuhan penduduk cukup
rendah yakni 0.26% per tahun;

. dalam bidang pendidikan dasar, angka
partisipasi urni (APM) yang dicapai
oleh penduduk usia sekolah, 88,72%
mencapai pendidikan 5D dan 34.85%
mencapai pendidikan SLTP;

. Kecamatan Tegal Barat termasuk dalam
Bagian Wilayah Kota A (BWK A), yaitu
sebagai pusat pemerintahan keca-
matan, permukiman, pertambakan,
kegiatan ekonomi perikanan, kawasan

pelabuhan,

industri kapal (docking), perdagangan/
jasa lingkup regional dan lokal;

, Kecamatan Tegal Barat merupakan

pariwisata, kawasan

bagian dari Kota Tegal dengan
kKepadatan tinggl yaitu 4.191 fiwa,/km’,
b. Permasalahan pengembangan
. Tingginya sedimentasi dan akresi
. Land subsidence
. Imtreusd sir [aot
. Potensi fidal flood dengan frekuensi
tahunan di wilayah pesisir
Berdasarkan alasan tersebut maka
tujuan penelitian ind adalah:
1. Mengetahui jangkavan genangan
dengan berbagai skenario ketinggian
banjir rob di Kecamatan Tegal Barat

2, Menyusun zonasi ruang yang sesual
dengan kondisi kota Tegal sebagai kota

pesisir dengan berbasis mitigasi

bencana.

3. Metode Penelitian

Model genangan dapat dibuat
berdasarkan skenario terburuk kenaikan
muka alr laut sebesar 1 meter. Model dapat
dilakukan dengan data digital dalam format
raster. Format raster adalah format
penyimpanan file dalam bentuk koordinat
dan area. Salah satu metode pembuatan
model digital dengan menggunakan data
berbasis raster adalah perhitungan iterasi.
Iterasi adalah perhitungan piksel secara
matematik yang berulang-ulang dengan
kondisi dan rumus perhitungan tertento.
Hasil perhitungan dalam salu piksel akan
digunakan masukan dalam
perhitungan piksel berikutnya. Bila kondisi
yvang disyaratkan telah dipenuhi perhitungan

akan berhentl secara otomatis.

sebagal

Pembuatan model inl dapat dilakukan
dengan berbagai software Geographic
Information system (GIS). Salah satunya
adalah ILWIS (Infegrated Land and Water
Information System). ILWIS merupakan salah
satu sottware GIS, vang dikeluarkan oleh ITC
{Institut for Geo-Information Science and Earth
Observation), Enschede Belanda (ILWIS,
2001). Untuk mengetahui luas genangan
pada setiap penggunaan lahan dapat
dilakukan analisis tabel silang dalam operasi
map overlay atau tumpangsusun peta dengan
menggunakan software ArcGIS. Metode
serupa pernah dikembangkan oleh (Marfai,
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2003) untuk mengetahui fuas genangan yang
ditimbulkan oleh banjir rob di wilayah

Semarang.

Rencana zonasi menampilkan delineasi
spasial di atas wilayah Kota Tegal dan
memisahkan pemanfaatan sumber daya
alam dan pemanfaatan lahan Kota Tegal
yang saling bertentangan, mengelompokkan
kegiatan sejenis dan menentukan kegiatan
yang diperbolehkan, yang dilarang dan yvang
diizinkan. Zonasi menurut UU RI No. 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu
bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang
melalui penetapan batas-batas fungsional
sesuai dengan potensi sumber daya dan daya
dukung serta proses-proses ekologis yang
berlangsung sebagai satu kesatuan dalam
ekosistem pesisir. Metode yang digunakan
untuk penyusunan RTRW Kabupaten Tegal
adalah metode penelitian kuantitatif, Jenis
data yang dipergunakan adalah data
selkunder yaitu peta dan data statistik. Peta
dasar yang disiapkan adalah a) Peta Rupa
Bumi Digital Indonesia skala 1:25.000, lembar
Tegal. b) penetapan tujuan penggunaan
zona/sub zona. ¢) melakukan identifikasi
kegiatan yang sesuai pada masing-masing
zona yang dibentuk. Tahapan- tahapan
dalam penyusunan RTRW Kabupaten Tegal
adalah sebagai berikut :

4. penentuan batas wilayah perencanaan
melipuli batas admisistratif dan batas
fisik wilayah:

b. melakukan analisis perkembangan
wilayah terutama mengkaji kapasitas
perkembangan seperti fisik tata ruang,
kegiatan

usaha, dan

tinglkat
pengembangan Sumber Daya Manusia
pada pemenuhan kebutuhan sosial:

c. identifikasi resiko tidal flood sebagai
bentuk bencana alam yang merupakan
ancaman pada RTRW EKabupaten
Tegal; serta

d. menetapkan program pengembangan
wilayah berdasarkan kewaspaadaan

terhadap ancaman risiko tidal flood,

4. Hasil dan Pembahasan

Model genangan dipercleh dengan
metode iterasi yang pernah digunakan aleh
(Marfai, 2003) dengan algoritma sebagai
berikut:
HFood-1-migfer=Ma
p{{{k}erp{mw!.mpr.[ﬂ'fﬂm?l,mﬂlnbm{mﬂ#ﬂj

Rumus (1) dapat dijelaskan sebagai
berikut; pembuatan peta baru dengan nama
*flood-1-meter” dengan operasi iterasi
“MaplterProp” dengan posisi  awal
perhitungan dari lokasi piksel pada peta
“awal” dan dioperasikan pada peta “dem”
pada nilai piksel sampai dengan ketinggian
mulai dari 0,25 m, 0,50 m, 0,75 m, dan 1.00
m. Angka ketinggian tersebut merupakan
angka kenaikan muka air Jaut yang akan
menghasilkan luas genangan vang berbeda,
Dengan kenaikan muka air laut 1 meter, Kota
Tegal mengalami kehilangan beberapa
penggunaan lahan seperti tercantum pada

tabel 2.
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Tabel 2. Luas Penggunsan Lahan Yang Terkena Dampak Genangan 1 m di
Kecamatan Tegal Barat

Rioimie Penggunaan I.;hEIII yang"f'erkena D;.mp;k Luas {ha)
enangan 1 m
54 Tambak | 139
4 Sawah irigasi { 293
3. Pennl.‘t_'_kzl:t':}_a_f_'l.‘_ 537

Rusaknya hutan mangrove di kawasan
pesisir Kota Tegal mempunyai peranan
dalam bencana banjir rob. Berdasarkan data
Bapedalda Jawa Tengah (2002) sebanyak
3.280 ha hutan mangrove mengalami
kerusakan berat. Ekosistem mangrove yang
diubah menjadi tambak dapat memperluas
genangan hingga ke darat. Kawasan tambak
yang tetap diperfahankan pada penelitian ini
dilakukan dengan cara tradisional dengan
memperhatikan daya dukung lingkungan
(emvironmental carrying capacify).

Bencana banjir rob di Kecamatan Tegal
Barat dapat dikurangi dengan menyusun
rencana tata ruang wilayah, yaitu dengan
membagi daerah penelitian menjadi
beberapa kawasan sebagal berikut {lihat pada
Lampiran 4):

+ Fona pertanian pantai dan pengolahan
* Zoma preservasi dan konservasi

* Zona pertanian

= Kkawasan tambak

* Fona permukiman

* Zona evakuasi korban banjir rob

Sumber; Analisis peta, 2008

= Rekomendasi pusat kegiatan tersier
* Kawasan industri
UL RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang menyebutkan bahwa
penataan ruang adalah proses perencanan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian tata ruang, Dasar penyusunan
Barat
diadaptasi darl kondisi geografis dan kondisi

sosial ekonomi. £onasi pada Kecamatan

zgonasi pada Kecamatan Tegal

Tegal Barat diperlukan nntuk menye-
lengrarakan pengaturan pemanfaatan ruang
agar tercapai pembangunan yang optimal,
serasi, dan berkelanjutan.

Strategl penyusunan zonasi pada
Kecamatan Tegal Barat dibagi menjadi
beberapa fungsi ruang. Fungsi ruang
disusun menggunakan teknik sosiogram
(interaksi dan interdependensi dari gerakan
masyarakat) dengan memperhatikan aspek
mitigasi bencana. Pada tujuh kelurahan, di
Kecamatan Tegal Barat, zonasi yang disusun
berdasar Kelurahan di Kecamatan Tegal

Barat, ditampilkan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Zonasi Fungsi Ruang Berdasarkan Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat

No | Kelurahan

Fungsi Ruang

Kawasan tambak

Permukiman nelayan

Tegalsari

Zona preservasi dan konservasi

Zona pertanian dan pengolahan hasil

Kraton

| Zona permukiman

Kawasan industri

Pekauman

Pusat kegiatan Tersier

Kemandungan

Pusat kegiatan tersier

Pertanian darat

Pesurungan Kidul

Kawasan industri

Debong Lor

Zona evakuasi korban banjir rob

Pertanian

Kondisi penggunaan lahan saat ini, di
Kelurahan Muarareja adalah kawasan
tambak. Secara geografis, Kelurahan
terletak di
Kecamatan Tegal Barat, dan berbatasan

langsung dengan laut Jawa. Fungsi yang
direkomendazsikan

Muarareja bagian utara

untuk Kelurahan
Muarareja adalah permukiman nelayan dan
kawasan tambak. Kelurahan Tegalsari
terletak di sebelah timur Kelurahan
Muarareja. Industri galangan kapal dan
rumah fillet adalah penggerak perekonomian
di Kelurahan Tegalsari. Pemusatan industri
padat karya di Kelurahan Tegalsari
menimbulkan munculnya masalah
permukiman. Permukiman di Kelurahan
Tegalsari adalah permukiman dengan

tingkat kepadatan tinggi. Kondisi ini rawan

ESumber @ Analisis Peta, 2008

terhadap risiko ekonomi yang diakibatkan
oleh banjir rob.

Fungsi yang direkomendasikan
berdasarkan zonasi yang dilakukan di
Kecamatan Tegalsari adalah zona reservasi
dan konservasi, zona pertanian dan
pengolahan hasil, serta permukiman. Fungsi
permukiman vang dimaksud adalah
permukiman yang ditujukan untuk nelayan
dan petani tambak. Fungsi ruang pada
Kelurahan Muarareja dan Kelurahan
Tegalsari ditekankan pada kesatuan
kawasan dengan fungsi utama kawasan
preservasi dan konservasi. Fungsi yang
direkomendasikan ini, berbasis mitigasi
bencana banjir rob, yang dalam skenario sea
level rise 1 meter akan menggenangi

Kelurahan Muarareja, Fungsi ini akan

409




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol, 2 No.1, Met 2009

ISSN 1978-3450

mengurangi risiko economic loss karena

pemanfaatan untuk permukiman direduksi,

Fungsi Kelurahan Kraton saat ini adalah
pusat pelayanan di Kecamatan Tegal Barat.
Permukiman di Kelurahan Kraton adalah
permukiman dengan kepadatan tinggi.
Kegiatan ekonomi dan pemerintahan
Kecamatan Tegal Barat berpusat pada
Kelurahan Kraton. Zonasi rekomendasi
pemanfaatan Industri dan permukiman di
Kelurahan Kraton didasarkan pada derajat
aksesibilitas yang tinggi terhadap jalan
provinsi dan nasional. Mengubah fungsi
ruang Kelurahan Kraton yang ada pada saat
ini, cukup sulit dilakukan. Perubahan fungsi
ruang secara Total akan mengakibatkan
multiplier effect pada kegiatan sektor ekonomi
di Kecamatan Tegal Barat.

Kelurahan Pekauman dan Keman-
dungan direkomendasikan untuk pusat
kegiatan tersier, atau pusat daerah layanan
ekonomi dan pemerintahan. Dengan
skenario banjir rob 1 meter, kedua kelurahan
ini lebih aman dari ancaman banjir
dibandingkan kelurahan di bagian utaranya,
Rekomendasi pemanfatan ruang ini
berdasarkan pada nilai potensial yang ada.
Kelurahan Pekauman dan Kemandungan
memiliki Interaksi potensial dengan wilayah
sekitarnya, terutama dengan tersedianya
layanan infrastruktur seperti sekolah, pusat
pemerintahan serta pertokocan. Eksten-

sifikasi pada ronasi fungsi ruang untuk

Kelurahan Kemandungan ditambahkan
dengan fungsi pertanian darat. Berdasarkan
interpretasi Citra Tkonos (Google Earth, 2008)
pada Kelurahan Kemandungan memiliki
lahan pertanian yang luas yvang dapat
berfungsi sebagai faktor penjaga ketahanan

Pamgan.

Pada konsep bencana, dimensi manusia
tidak dapat diabaikan. Zonasi evakuasi
korban banjir rob, dipusatkan pada
Kelurahan Debong Lor, Rekomendasi ini
berdasarkan pada interpretasi peta skenario
banjir rob 1 meter (Lampiran 1T}, Hasil
interpretasit menunjukkan banjir rob tidak
menggenangi Kelurahan Debong Lor,
Kelurahan Debong Lor didukung oleh
ketersediaan rumah sakit, puskesmas dan
pasar yang terletak di Kelurahan ini.
Infrastruktur ini akan mendukung proses
evakuasi prabencana dan pascabencana
banjir rob.

2. Kesimpulan

Banjir rob di Kecamatan Tegal Barat
disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan
diperparah dengan kerusakan ekosistem
hutan mangrove di daerah pesisir, Kerusakan
yang ditimbulkan oleh banjir genangan 1 m
adalah 969 ha yang meliputi sawah, tambal,
dan permukiman. Zonasi tata ruang sebagai
bentuk mitigasi bencana difokuskan pada
dengan

daerah pesisir meneéntukan

kawasan-kawasan industri, aguaculture
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(pertanian pantai dan tambak),
permukiman, dan kawasan preservasi dan

konservasi.
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ANALYSIS OF THE EMERGENCY RESPONSE TO THE 2006
YOGYAKARTA & CENTRAL JAVA EARTHQUAKE

Troy Skaleskog'
"Masters Candidate, Southermn Cross University

Abstract

Tuefuan penelition ini adalah untuk menganalise proses anggap darural saly minggs pertama kefadian
gempabumi yang melanda fama Tengah dan Yogyakarta pada tahun 2006, Tanggay daryrat dilakuken dengan
mencgnkkan berbagai etika, tnkaom, keuarigan, budaya dan implikasi sosial. Karena berbagai fakior, penyelenggarnan
tanggap darirat baik oleh iembaga lokal, nasional dan internasional untuk tanggap darurat bencana ind dianggap
relalif terkvordinasi dengan baik dan efektif. Namun, ada rueng wntuk peningkatan kegiaian tenggap darierat di
reasa prienidabeng, seper i meminghatian komunikesi abara lemibage-lembage interasional den lokal dan masyerakal,
Buadar-badar internasional dengan pengetahuan lokal yang kil beik akan menghasilkan koordines yang lebil

efektif dalam fase tanggap darurat.

Kata kund : fanggap davural, lembaga, pengetahiian lokal, masyarakat,

1. Introduction
On 27 May 2006, an earthquake

measuring 6.3 on the Richter scale struck
Yogyakarta and Central Java Province,
Indonesia (IFRC 2007, p. 1). This essay
evaluates the first week of the emergency
response ko this earthquake and finds that in
general it was relatively well coordinated and
effective, but that improvements could be

made.

Following an examination of some of
the ethical, legal, financial, cultural and social
implications of the emergency response and
the impact of technology on the emergency
and the response, the major implications for
emergency management from this disaster
are discussed. These implications include the
need for adequate preparation Ffor
emergencies at community, local, national
and international levels, particularly the need
for buildings to be constructed so as to
withstand local hazards and for international

organisations to develop local knowledge and
connections prior to an emergency.

The review of this emergency response
highlights the importance of communication
and coordination mechanisms, including the
need for local agencies to be heard in
coordination meetings and the necessity for
better communication between response
agencies and communities in the future,
Another implication for emergency
management is that resource management
will need to include mechanisms for
minimising corruption and an understanding
that diversion of resources from one

emergency to a newer emergency are likely

to occur,

2. Overview of Key Issues

The 2006 Yogyakarta and Central Java
earthquake affected 11 densely populated
urban and rural districts, home to more than
8.3 million people, killing over 5700 and
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injuring an estimated 40,000 to 60,000
(BAFTEMNAS 2006, pp. i & 7). The number of
injured and the damage or destruction of
almost 2000 medical facilities (BAPPENAS
2006, p. 36) made provision of medical
treatment a key issue for the emergency
response (BAPPENAS 2006, p. 37 and
Leitmann 2007, p.146).

The earthquake completely destroyed or
significantly damaged over 577,000 houses
(IFRC 2007, p.1), leaving an estimated 1.6
million people without a home [UNCC 2007,

p. 4). This made provision of emergency

shelter a major issue for the emergency

response. Damage to buildings also affected
over 30,000 small and medium enterprises
and therefore affected over 650,000 workers
and 2.5 million dependants (BAPPENAS
2006, p. 49). The earthquake damage to
160,000 wells made access to clean waber
another significant issue for the emergency
response (BAFFENAS 2006, p. 21 and UNCC
2007, p. 19).

Tssues for communities in relation to the
emergency response included; slowness or
lack of response in some areas; lack of
information about how to access government
and international services; and equity in
distribution of money and supplies (MacRae
2008, pp. 191-195).

The invalvement of a large number of

local, mnational and international
organisations in the emergency response
made coerdination of the response a

significant issue (BAPPENAS 2006, pp. 4-5).

A particular igsue for some international
organisations was the difficulties staff faced
when implementing an emergency response
when they did not have familiarity with the
culture, language and government systems

or aty pre-existing local connections.

Corruption or at least the potential for
corruption was a significant issue during the
emergency response (Meo 2006 and Lingga
2008). Due to limited funds and the need for
quick action, diversion of resources from other
emergencies was an issue during the response

{ADB c.2006, p. 4 and UNCC 2007, p. 25).

3. Ewvaluation of the Response to the
Earthguake

The emergency response effort to the
May 2006 Yogyakarta and Central Java
earthquake was considered generally
effective as there was widespread medical
care and limited disease outbreaks, Hmely
distribution of food and water to those in
need and provision of emergency shelters to
those who became homeless (Leitmann 2007,
p- 146). However, there were criticisms of the
emergency response and acknowledgements
that improvements could be made {MacRae
2008 pp. 191-196 and UNCC 2007, p. 28).

In this evaluation the response of local,
natienal and international agencies are
considered separately. However, a number
of factors assisted the emergency response
across these levels. The relatively minor
damage to roads, airports and railways meant
emergency responders could access most

communities affected by the earthquake and
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allowed for easier transport of emergency
supplies (BAPPENAS 2006, pp. 27-30). Also,
limited damage to telecommunications
systems allowed easier communication
between emergency responders, affected
and the outside world
(BAFFENAS 2006, p. 20). In addition, active
preparations for the predicted eruption of

communities

nearby Mt. Merapi assisted agencies to
respond more quickly to the earthquake
(BAPPENAS 2006, p: 5 and OCHA 2006a,
P 1)

The local response to the earthquake
included the community response and the
provincial governments’ response.
Community members in affected and nearby
areas often provided the inihal response to
the earthquake, sharing food, water, clothing,
cooking equipment and labour (MacRae
2008, p. 191). The community response was
assisted by the fact that in most areas there
were a large number of community members
who remained unharmed and able to provide
assistance to others (Manfield 2007, p. 4).

The provincial governments mobilized
assessment and search teams soon after the
earthquake (OCHA 2006b, p. 2). Provincial
government health facilities provided medical
services immediately after the earthquake
(OCHA 2006b, p. 2). The provincial
governments distributed food and small cash
payments to those affected by the earthquake
(BAPPENAS 2006, p. 5). Manfield (2007, p,
3) considered that there was strong

coordination, management and action from

the provincial governments in the emergency
TespOnSe.

The provincial governments” response to
the earthquake was assisted by the relatively
low damage to government infrastructure
and relatively low number of injuries to
government staff (Manfield 2007, p. 3), The
provincial governments’ response was
significantly assisted by the planning,
coordination and implementation capacity
provided by the Provincial Disaster Response
Agency (SATKORLAK) (OCHA 2006b, p. 2)
and support from the national government
(BAPPENAS 2006, p.5).

In the first week following the
earthquake the national response focussed on
rescue, medical treatment, supply of food &
water, provision of shelter and security
(OCHA 2006b-¢). The national emergency
response included government agencies such
ag the Indonesian military (TNI), the
Departments of Health and Social Affairs, the
National Disaster Management Agency
(BAKORNAS)
Development Planning Board (BAPFENAS),
as well as national organisations such as the
Red Cross (PMI)
Muhammadiyah (OCHA 2006b-e and
Sulistiyanto 2006, p. 266),

and the tlational

Indonesian and

The national government emergency
response was supported by the strong
planning and implementation capacity of
agencies such as BAKORNAS and
BAPPENAS (Manfield 2007, p. 3 and
Leitmann 2007, p. 146). The speed and extent
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of the response was also assisted by direct
support from senior politicians such as the
President and Vice-President of Indonesia
(OCHA 2006a; p. 4).

Although most literature on the
Yogyakarta and Central Java earthquake that
discusses the government response is
generally positive (see for example: Manfield
2007, p. 3, OCHA 2006a, p. 28 and ADB
c.2006, pp. 2-3), there was still criticism.
McRaa (2008, pp. 191 & 199) states that the
consensus opinion amongst villages he visited
was that the government response to the
earthquake was "neither fast nor decisive”,
McEae (2008, p. 199) also indicates that the
opinions of international non-government
organisation (INGO} workers varied about
the government response.

A balanced evaluation would therefore
be that, working with the resources available,
the provincial and national governments
conducted a reasonable response to the
earthquake. However, communities were not
able to rely solely on this assistance.
Communities therefore also required
assistance from other agencies, as well as self-
help within communities.

The International Federation of the Red
Cross and Red Crescent Societies (TFRC),
wvaricus UN agencies and at least 35 INGOs
mobilized essential emergency relief supplies
and personnel within a week after the
earthquake (BAPPENAS 2006, p. 5). The
United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs (OCHA) was

responsible for the coordination of the
international emergency response (UNCC
2007, p. 4).

OCHA applied the cluster approach to

coordinate the emergency respanse to the

earthquake (UNCC 2007, p. 4). The cluster
approach involves grouping organisations
that are working in the same field of
humanitarian response, with one
organisation designated as the lead for the
cluster and therefore responsible for
coordinating the work of the cluster (UNCC
2007, p. 4). The cluster meets to jointly
develop the emergency response strategy for
that cluster and to share information on
activities. The clusters most involved in this
CMETRENCY tespimse weTe emergency shelter,
health, water & sanitation, food & nutrition

and logistics (UNCC 2007, pp. 5-6).

A number of factors assisted the
international emergency response to the
earthquake. Coordination and cooperation
between international organisations and
Indonesian government bodies through the
cluster system helped to make the emergency
and reduce
duplication of work (UNCC 2007, p. 5). A
number of organisations, such as the World
Food Programme (WFP), had plans and
supplies in place for disasters in Indonesia
(UNCC 2007, p. 25). Organisations such as
Oxfam Great Britain already had offices in
Yogyakarta, with local staff and connections
with local organisations (MacRae 2008, p.
192). A

response more efficient

number of international
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organisations had staff in Indonesia that
could be quickly deployed to the disaster site
(OCHA 2006b, p. 2).

There were also a number of factors that
hindered the international emergency
response. Despite the efforts to coordinate
there was still overlap between agencies in
undertaking assessments and providing
supplies. This led to oversupply in some areas
(UNCC 2007, p. 12). There were also reports
that local voices were not heard in the cluster
coordination system (UNCC 2007, p. 28).
Despite attempts to set quality standards,
there was disparity between the quality of

supplies distributed between

SOMme
organisations, leading to dissatisfaction by
some recipients (Manfield 2007, p.14). Despite
the rapid response, after three months
emergency shelter had only been provided for
B0% of families who had lost their homes
(UNCC 2007, p. 12).

International organisations that did not
have existing connections with local
organisations had difficultes forming
partnerships with local organisations in the
EMETgency response phase (MacRae 2008, p.
152}. International organisations that did not
have knowledge, experience and contacts
with the Indonesian government experienced
confusion, frustration and delays (MacRae
2008, p. 193). Staff of international
organisations had to spend a lot of time on
internal processes and communication with
head offices. This limited the amount of time

available for contact with affected

communities (MacRae 2008, p. 193).

Orverall, the international emergency
response to the Yogyakarta and Central Java
earthquake was rapid and relatively well
organised. However, there were still
significant issues, particularly the delays
experienced by some communities in
receiving emergency shelters. Lack of local
knowledge and contacts by international
organisations appears to have contributed to

these delays.

4. FEthical, Legal, Financial, Cultural
and Social Implications of the

Response to the Disaster

The relatively low number of casualties
and displaced people meant that the majority
of social structures at the community level
remained intact (Manfield 2007, p. 4). This
contributed to the maintenance of traditional
Javanese cultural values such as "gotong
royong (spirit of helping one another through
good and bad) and kekeluargaan (feeling of
extended kinship in which the community is
congidered to be one big family)”, which
meant that many families and communities
organised their own emergency response,
independent of external assistance (Ohno &
Syam 2007, p.5 and Manfield 2007, p. 4).

The damage to houses and shallow wells
was a humanitarian and socio-economic issue
in that this damage tended to most adversely
aftect the poor, those least likely to be able to
afford to rebuild (BAPPENAS 2006, p. xii and
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McRae 2008, p. 191). This necessitated large
scale reconsiruction programs by government
and non-government agencies, with various
levels of community control (Manfield 2007,
pp. 10-14). The destruction also raised legal
issues about the enforcement of appropriate
building codes (BAPPENAS 2006, p. xii).
Due to the prevalence of home-based
industries in Yogyakarta and Central Java,
the destruction of homes had a significant
effect on livelihoods as well (BAPFEMNAS
2006, p. wii), Owver 30,000 small and medium
enterprises were affected by the earthquake.
An estimated 130,000 people lost their jobs
due to damage caused by the sarthguake,
which had social as well as financial
implications (BAPPENAS 2006, p. 75).
Corruption and misuse of funds was an
ethical and financial concern in the use of
donated funds following the Yogyakarta and
Central Java earthquake (Meo 2006).
Corruption in relation to the response to the
disaster has been described as "low”™ by DFID
(2008), but “widespread” by Lingga (2008).
According to local legislators, journalists and
NGO activists, program managers and
victims fabricated data on the extent of
damage to houses in order to claim greater
compensation (Lingga 2008). Local legislators
stated that many facilitators who were hired
to help empower community groups turned
out to be corrupt, colluding with officials in

the emberzlement of reconstruction funds

(Lingga 2008).

Corruption created a number of issues,
including the financial issue of devoting
resources to effective control systems to
prevent and detect corruption. There were
also ethical and legal issues in terms of
prosecuting vichims of the earthquake for

fraud. Local government responded by

announcing an amnesty for those who

returned embezeled funds. The Yogyakarta-

based Institute for Development and
Economic Analysis suggested that this was
also a cultural issue, as corruption has
become accepted as a part of life by many
Indonesians (Lingga 2008).

Despite the Government of Indonesia’s
atbempts to dissuade donors, there was at least
a temporary [low of resources away from
recovery efforts in other parts of Indonesia,
in particular Aceh, to the emergency response
effort for the Yogyakarta and Central Java
earthquake (OCHA 2006b p. 2 and ADB
€.2006, p. 4). There was also use of
international resources that could otherwise
have been applied to other emergencies. For
example the WFP had to divert food from
other activities to meet the needs of families
left homeless by the Yogyakarta and Central
Java earthquake (UNCC 2007, p. 25). This i=
obviously a financial issue in terms of lack of
availability of funds to meet all emergency
needs and also raises an ethical issue. What
makes one group of people affected by a
“new” disaster more deserving of help than
a group of people atfected by an "old”
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disaster in another part of a country or the
world?

The emergency response also created
another ethical issue in terms of equal

distribution of aid across those in need.
McRae (2008, p. 199) reported a widespread
perception that remote areas were “least well
served by the relief effort.” This and lack of
information about the emergency response
reportedly led to social issues, such as
conflicts between communities and refusals
of aid that were not distributed equally
(McRae 2008, p. 195),

5. Technological Elements of the
Disaster

As discussed above, relatively minor
damage to telecommunication systems
allowed easier communication between
emergency responders, affected communities
and the outside world (BAPFFENAS 2006, p.
20}. This allowed reports on the disaster to
reach the media quickly and raise the profile
of the Yogyakarta and Central Java
earthquake, which would have attracted
additional resources to the disaster (Massey
1994, cited in Bennett & Kottasz 2000, p.
354),

Electronic distribution of information
and appeals for funds were widely used by
UN and international non-government
agencies (for example I[FRC 2006a).

Geospatial information systems (GIS)
were widely used by international donors to
understand the distribution of damage and

to plan and coordinate the emergency
response (LN 2006).

Radios were distributed to communities
in areas affected by the earthquake,
Communities indicated that this was useful
for fact-checking rumours that circulated
after the disaster (INI 2006). In addition
donors worked with commercial and
community radio stations to ensure relevant
information was broadcast (INI 2006 and
UNESCO 2006).

On a more basic level, poor use of
building technology was found to be a key
contributing factor to the damage caused by
the disaster (BAPPENAS 2008, p. xii). This
was connected to a lack of money for building
materials, a lack of knowledge of construetion
techniques {Ohno & Syam 2007, p. 7) and
minimal enforcement of building codes
(BAPPENAS 2006, p. xii).

6, Implications for Emergency
Management

There are a number of implications and
lessons learnt from the Yogyakarta and
Central Java earthquake that apply to other
communities, countries and emergency

management worldwide,

Preparation and planning for
emergencies is of obvious benefit to
governments and local and international
organisations, but also needs to take place at
the community level (Ohno & Syam 2007, p.
7). For this to occur communities are likely to

require information and training about
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preparation and planning for emergencies

from governments or other organisations.
Buildings need to be constructed to be

resistant to local hazards. This requires
community knowledge about appropriate
comstruction techniques and building
materials (Ohno & Syam 2007, p. 7). It also
requires creation and enforcement of
appropriate building codes by governments
(BAPFEMAS 20086, p. xit). Destructions of
homes leads to the major financial implication
that communities may require additional
funds from governments or international
bodies to enable them to rebuild to
appropriate standards, particularly in low
socio-economic areas (BAPPENAS 2006, p.
18}, The related destruction of livelthoods was
also a major source of concern for local
communities and needs to be considered in

this context (BAPFENAS 2006, p. 74).

The organisations with staff and
supplies already in the local area are in the
best position to respond to a disaster. A local
presence not only reduces the time taken to
reach a disaster area, but alse helps to
establish  relationships with local
organisations and officials that can increase
the speed and efficiency of the emergency
response. Local presence also helps to provide
local knowledge, which helps to ensure an
emergency response is culturally appropriate
and therefore more effective (MacRae 2008,
Pp. 192-193 and Luna et al 2005, p. 447).

High levels of coordination by

government bodies and international

organisations, through methods such as the

“cluster approach”, improve the efficiency of

the emergency response to disasters (UNCC
2007, p. 27). A major implication from the
feedback on the use of the cluster approach
13 that international coordination
mechanisms need o ensure input from local
organisations (UNCC 2007, p. 28). Sufficient
coordination would help to reduce inequitable
digtribution of aid, an issue which angered

lecal communifies (MacRae 2008, p.195).

Whilst the use of email and internet to
distribute information about the disaster and
response appears to have worked well on an
international level, it did not function at the
community level. MacRae (2008, p. 195)
reported that communities who lacked
information on the emergency response falt
trustrated and confused and this led to
community conflicts, This leads to the
implication that there needs to be increased
communication with communities during an
EMETEENCY response.

As with any large expenditure of
money, to avoid or at least reduce the
possibility of corruption, emergency response
organisations need to have appropriate
tinancial and monitoring systems In place
{Meo 2006 and Lingga 2008).

Despite the efforts of the Government
of Indonesia, there was at least a temporary
flow of resources away from recovery efforts
in other parts of Indonesia, in particular
Aceh, to the emergency response effort for
the Yogyakarta and Central Java earthquake
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(ADB ¢.2006, p. & and OCHA 2006e, p. 2).
Due to the finite amount of money available
for emergencies, this diversion of resources is
likely to apply in future emergency response

actions.

7. Conclusion

The first week of the emergency
response to the 2006 Yogyakarta and Central
Java earthquake was relatively well
coordinated and effective, but improvements
could be made in future emergency responses.
Issties from the emergency response raised a
range of ethical, legal, financial, cultural and
social implications. Use of technology such
as the internet, radio and GIS assisted the
but
inappropriate building technologies was one
of the key reasons that the earthquake caused
a large amount of damage.

The major implications for emergency

Communi ty

response, uge of

management from this disaster include the
need for improved prevention and
preparation, particularly the need for
buildings to be constructed so0 as to withstand
local hazards and the need for adequate
preparation for emergencies at community,
local, national and international levels.
International agencies that are prepared with
local knowledge and connections are likely
to be more effective in an emergency
response. It is also clear from this emergency
that

responge coordination  and
communication mechanisms are Important
and that work is required to ensure there is

increased coordination and communication

with local organisations and communities. In
addition, this emergency response teaches us
that the management of resources during an
emergency response will need to include
mechanisms for preventing or reducing
corruption and an understanding that
diversion of resources from one emergency

to a newer emergency are likely to oocur.
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